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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10
September 1987 tentang pedoman iransliterasi Arab-Latin dengan beberapa
penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
I Alf Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba b Be
o
Ta t Te
(Rl
. sa 3 es (dengan titik di atas)
[T
Jim hj Je
c
ha h ha (dengen titik di bawah)
-
. Kha kh ka dan ha
C
Dal d De
;)
X zal z zet (dengan titik di atas)
2
[ Ra r Er
4
. Zak z Zet
J
B Sin s Es
o
. Syin sy es dan ye
| o
e sad $ es (dengan titik di bawah)
[ > dad d de (dengan titik di bawah)
T, fa t te (dengan Gtk di bawah)




3 78 z zet (dengan titik di bawah)]
¢ ‘atn koma terbalik ke atas
. Gain g Ge
&
b Fa f Ef
3 Qaf q Ki
R Kaf k Ka
1
J Lam El
[ Mim m Em
r
5 Nun n En
Wawu W We
2
Ha h Ha
-]
R Hamzah ' apostrof
ya y Ye
- &
2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
- Fathah a A
—_— Kasroh i I

3 dammah u ]




Contoh: L& - kataba LAl - yazhabu
Jb  -faala Jee - suila

2) Vokal rangkap (diftong)
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
s Fathah dan ya ai adani
3— Fathah dan au adan u
wawu
Contoh: LS - kaifa J's» — haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
- fathah dan alif a a dan garis di
atau ya atas
frese kasrah dan ya T i dan garis di
4 atas
dammah dan i u dan garis di
J==he wawu atas
Contoh:
JU - gala J - qila
(s* - rama J i - yaqiiln



4. Ta Marbitoh

Transliterasi untuk fa marbutah ada dua:

1) Ta marbigah hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbigah mati
Ta marbitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah /b/.

3) Kalan pada suatu kata yang akhir katanya fa marbigah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang o/, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbitah itu ditransliterasikan dengan Aa (h)

i Raudah al-Atfal
Jub Y 3z, TR
) J;ll 2yl al-Madinah al-Munawwarah
ol Talhah

S. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan hueuf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah ita.

Contoh:
‘-?'!'J - rabband

J5 - nazzala

Xii



6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J\, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang ditkuti
huruf gamariyyah.

1) Kata sandang yang ditkuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti buruf syvamsiyyah maupun buruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan
tanda sambung atau hubung.

Contoh:

J=3 - ar-rajulu
i« al-qalamu

7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak

di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif




Contoh:

Hamzah di awal Js Akala
Hamzah di tengah 0 4do 1a’khuzina
Hamzah di akhir s 53 an-nau’u

- Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihitangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;
bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkakan. Namun penulis memilih
penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:
o83 Wt 5b il Oy wa innallaha lahuwa khair ar-razigin

Ol JSH 146 :faauf alkaila wa al-mizana
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TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
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Eko Yuli Miswanti
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ABSTRAK

Obyek studi kajian skxipsi ini adalah mengenai konsepsi tindak pidana
perzinaan dalam KUHP menurut hukum Islam. Di mana tindak pidana perzinaan
banyak terjadi di negara Indonesia sekarang ini, namun sampai saat mx sulit untuk
mengajukan para pelaku zina itu di Pengadilan. Berbagai literatur maupun
penelitian sebelumnya telah menggambarkan bagaimara modus perzinaan yang
terjadi di Indonesia, bahkan perzinaan masih saja terjadi meskipun ada ancaman
hukuman yang menjeratnya. Tujuan penulisan ini untuk mendapatkan gambaran
bagaimana konsepsi pembuktian dan vonis hukum tindak pidana perzinaan
menurut hukum positif hukum Islam dengan studi terhadap putusan Pengadilan

| Negeri Banyumas. Selain itu, yang lebih penting adalah bagaimana konsepsi
| pembuktian dan vomis dalam KUHP dengan mendasarkan pada putusan
pengadilan dan hukum Islam dalam perzinaan.

Penelitian ini adalah penclitian kepustakaan (library research) yang

" sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok

| bahasan. Pendekatan penelitiannya menggunakan metode deskriptif yang

, bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena sosial mengenai
gejala terjadinya tindak pidana zina. )

Konsep zina dalam KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh
seorang lelaki atau seorang perempuan yang telah kawin dengan seorang
perempuan atau seorang laki-laki yang bukan istni atau suaminya, yang dilakukan
atas dasar suka sama suka tanpe ada paksaan dani salah satu pihak Sedangkan
hukum Islam membedakan perbuatan zina menjadi dua yaitu zina muhisan (sudah/
pernah menikah) dan gair al-mufisan (belum menikah). Sistem pembuktian tindak
pidana perzinaan menurut hukum positif menggunakan alat-alat bukti sesuai
dengan hukum acara pidana, schingga pelaku tindak pidana perzinaan itu dapat
diproses dan bisa dibuktikan kemudian dengan adanya bukti ifu pezina bisa
dihukum. Dalam hukum Islam, sistem pembuktian tindak pidana perzinaan dapat
diproses dengan alat-alat bukti yang sesuai dengan hukum acara pidana Islam,
bml.g pezina mubsan maupun gair al-mufisan. Pembuktian perzinaan dalam hukum
positif sangatlah berbeda dengan hukum Islam, cara membuktian perzinaan dalam

ukum positif itu sama dengan pembuktian tindak pidana lain Banyak terjadi
peristiwa perzinaan yang sangat merugikan masyarakat, seperti tindak pidana zina
yang dilakukan antara Cici Lestan (terdakwa) dan Subur Nur Sokhib. Perzinaan
Cict Lestari (nama samaran) dan Subur Nur Sokhib dalam Islam termasuk zina
muhsan, sedangkan dalam KUHP posist hukam Cici Lestani hanya sebagai turut
berbuat zina Pembuktian dalam tindak pidana perzinaan sangatiah ]:lﬁﬂting
karena pembuktian merupakan _faktor utama dalam menentukan salah atau
tidaknya pelaku. Sistem pembuktian menurut hukum positif yang tertuang dalam
Putusan pengadilan No.127/Pid B/2008/PN.BMS dan hukum Istam angatlah
berbeda. Untuk penjatuhan hukuman atau vonis dalam KUHP masih sangatlah
ringan dibandingkan hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam,

KataKunci - Tindak pidana zina, putusan pengadilan, pembukti _
Tangga] Uj fan: 13 Mei 2011 » P 1an, voruis.
Pembimbing : Dr Ridwan, MAg.

Penguji1  : lin Solikhin, M.Ag.

Penguji? - Hj. Nita Triana, SH,M.S1L
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif historis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
yang berlaku di Indonesia adalah terjemaban dani Wetboek van Strafrecht voor
Nederland Indie (disingkat WvS). WvS bersumber dari Code Penal Prancis
sehingga substansi hukumnya didesain berdasarkan pofitical will Pemerintah
Prancis dan Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengatur jajahan kolonialnya
pada saat itu.’

Dari segi jurisprudence (ilmu hukum), KUHP Nasional menganut ajaran
analytical legal positivism yaitu ajaran yang menyatakan bahwa hukum sama
dengan undang-undang dan dipengaruhi atsmofer politik yang menguasai abad
XIX, vyaitu [liberal-capitalism. Falsafah liberal-capitalism cenderung lebih
memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan individu daripada memberikan
keadilan kepada masyarakat luas. Substansi, doktrin, dan asas-asas hukum
diberlakukan untuk mempertahankan kepentingan dan kemerdekaan individu,2

Berdasarkan UU No. 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP untuk
seluruh wilayah Indonesia, dinyatakan bahwa KUHP Nasional bersumber dari
falsafah /iberal-capitalism. Akibatnya adalah bahwa nilai-nilai yang dianut oleh

KUHP adaleh nilai-nilai sckuler (Barat) yang berorientasi pada pola pikir

———

' Brwin, Menanggulangl Dampak Negatif Reformasi Terhadap Penegak Hukum dalam

Rangka Menyongsong Lahirnya KUHP Baru, “Makalah Acara Seminar Nasional di Fakultas Hukum
U!lsoed",z (Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, 2001), him. 21.

Satjipto Rahardjo, Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era R formasi, “Makal i
Nasional di PDIH Undip”, (Fakultas Hukum Undip Semarang, 2002), fum,ezo_ ’ eh Semipar



dan mifai-nilai budaya bangsa Indonesia.
Sebagai contoh adalah Pasal 284 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1. a. Seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal
diketahui, bahwa pasal 27 BW" berlaku baginya;

b. Seorang wanita telah kawin yang melakukan zina

Ke-2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal
diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin;

b. Seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan
perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut
bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang
tercemar, dan bilamana bagi mercka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga
bulan diikuti dengan permintaan bercerat atau pisah meja dan tempat tidur,
karena alasan itu juga;

Menurut asas/doktrin hukum pidana, zina (overspel) diartikan sebagai
persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki atau seorang perempuan yang
telah kawin dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang bukan istri
atau suaminya, yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari
salah satu pihak" Sementara persetubuhan ialah perpaduan antara anggota
kemaluan Iaki-faki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan
anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan

perempuan sehingga mengeluarkan air mani.’

3

epmpunyai satu orang, perempui, scbagal lstrinya, seorang perempuan. hanya sate orsug. ok ol
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Menurut Barda Nawawi Arif:

Bahwa tindak pidana zina yang merupakan bagian tindak pidana
kesusilaan, pada dasarnya dirumuskan sebagai tindak pidana yang
dihubungkan dengan perilaku seksual. Perilaku seksual dalam pandangan
Barat yang individualistik-liberalistik merupakan hak-hak dan kebebasan
individu sehingga dipandang sangat pribadi. Sepanjang hubungan seksual
itu bersifat individual, bebas dan tanpa paksaan adalah dipandang wajar
dan tidak tercela.®

Satu hal lain yang perlu digaris bawahi adalah Arresr Hoge Raad tanggal
16 Mei 1946, bahwa tidak termasuk ke dalam pengertian “perzinaan™, yaitu
persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita dengan mendapat
persetujuan dari suaminya. Perbuatan mana bukan pencemaran terhadap kesetiaan
di datam perkawinan.’

Mendasarkan pada pengertian tindak pidana zina dan bentuknya sebagai
delik aduan absolut, maka pada hakikatnya falsafah /liberal-capitalism yang
menjiwai KUHP Nasional tidak melarang perbuatan zina apabila perbuatan itu
dilakukan tidak mengganggu perkawinan dan tidak melanggar ketertiban umum
serta tidak menimbulkan instabilitas dajam keluarga ®

Dalam hukum Islam, zina adalah perbuatan kotor dan terkutuk, oleh karena
itu Islam tidak hanya melarang keras melakukan zina tetapi melakukan perbuatan-

perbuatan yang mendekati zina juga dilarang keras.

6 - 0] > n
Barda Nawawi Arif, Sumber-Sumber Nilai Hukum Di Indonesia Dan Perkemban
Dalam Konteks Kebangsaam, ‘Makalah Seminar Nasional Potret Hukum Pidana glai:l”: Dé‘n&%
1999')81ﬁlpeb28'1;1dmgm Dan Kntik Konstruksinya,” (Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta:,
, him. 27,
" P.AF. Lamintang dan C. Djisman Samosis, Hukum Pidang Indonesia, (Bandung: Sinar
Baru, 1983), him. 121.
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Penelition Hmu Hukum Justitia, No. 5 Th. 1 Oktober- Nopember, (Jakarta: 1993), him. 31 , Jurna



Firman Allah dalam Q.S Al-Isra’ ayat 32:

b
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(Dan janganiah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk).

Telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadis sanksi pidana Aadd bagi
tindak pidana nyata yang disebut “ jarimarul hudud” yakni seperti: zina, qazaf
sarigah, riddah, dan bughat”

Hukum Islam melarang zina karena zina merusak sistem kemasyarakatan
dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem
kekeluargaan, karena kebanyakan pelaku yang melakukan zina mempunyai itikad
yang tidak baik yaitu enggan untuk melakukan perkawinan dan yang diinginkan
hanya kesenangan semata.

Keengganan terhadap perkawinan ini, sebabnya adalah karena seorang
laki-laki merasa telah dapat memperoleh apa yang diinginkannya dari seorang
wanita tanpa melakukan perkawinan. Di samping itu juga karena mereka tidak
vakin akan kesetiaan istrinya setelah kawin, berhubung dengan kebiasaannya
sebelum kawin, mereka sudah sering melakukan hubungan dengan pria lain.
Sebaliknya seorang wanita yang menurut fitrahnya bertugas mengurus rumah
tangga dan mendidik anak yang lahir dari hasil perkawinannya, banyak yang
enggan melakukan perkawinan, dan ia tidak mau diikat oleh seorang laki-laki.

Sebabnya adalah karena ia merasa yakin dengan mudah dapat memperoleh apa

® Sayyid Sabiq, Figh Al Sunnah, Juz 11, (Kairo: Dar Al-Fath, 1990), him. 452.



yang diinginkannya dari berpuluh-puluh laki-laki tanpa harus diikat dan
dibelenggu dengan tali perkawinan dan tanpa banyak menanggung risiko, '

Kenyataan-kenyataan ini sebenarnya jelas memperkuat pandangan syariat
Islam bahwa zina bukan hanya urusan pribadi yang menyinggung hubungan
individu semata, melainkan juga mempunyai dampak negatif bagi masyarakat.
Oleh karena itu, sungguh tepatlah apabila syariat Islam melarang semua bentuk
perbuatan zina, baik yang dilakukan oleh gadis dengan jejaka sukarela, maupun
oleh orang-orang yang sudah bersuami atau benstn.

Salah satu kasus perzinaan yang diperkarakan adalah kasus zina antara Cici
Lestari binti Ahmad {(nama samaran) yaitu seorang berstatus janda yang telah turut
serta melakukan perbuatan tindak pidana zina dengan scorang yang bukan
suaminya Subur Nur Sokhib (diajukan terpisah di Peradilan Militer) di mana dia
adalah turut bersalah dan pasal 27 BW berlaku baginya karena masih mempunyai
seorang istri yang sah yaitu Rusinah. Perbuatan zina tersebut dilakukan oleh
keduanya sebanyak kurang lebih 20 kali, atas dasar suka sama suka sejak tahun
2005-2008.

Sekitar pertengahan tahun 2008 saudara Rusinah melaporkan perbuatan
tersebut kepada pihak berwajib dan dalam wakiu dekat itu Rusinah mengajukan
cerai ke Pengadilan Agama.

Dalam hal ini tindak pidana zina yang dilakukan oleh saudara Cici dan

Subur Nur Sokhib tersebut diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP

yang berbunyz:

—
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Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: Seorang
wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal
diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW
berlaku baginya.

Dalam membuktikan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan lima
orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah persidangan dan
mendengarkan keterangan dari Terdakwa. Untuk itu, Terdakwa terbukti
melakukan tindak pidana zina yaitu turut serta melakukan zina dan dikenai pasal
284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP, pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP, UU No. 8
Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentvan lain yang bersangkutan dengan
perkara ini. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan dan
diperintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak wsah dijalani, kecuali jika
kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, yang disebabkan karena
terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum berakhir masa percobaan
selama 1 (satu) tahun."'

Sedangkan dalam hukum Islam, perbuatan zina yang dilakukan oleh
Terdakwa terscbut termasuk zina mubsan karena hukum Islam hanya
mengklasifikasikan zina menjadi 2 macam, yaitu zina mulisan dan gair al-mubsén,

Berdasarkan pemaparan kasus di atas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai putusan perkara No.127/Pid. B/2008/PN.BMS dalam
penulisan skripsi yang berjudul Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Perspektif
Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No.
127/Pid.B/2008/PN. BMS).

"' Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 127/Pid B/2008/PN BMS.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok

permasailahan adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian tindak pidana zina

di Pengadilan Negeri Banyumas?

2. Bagaimanakah tinjauan hukum lslam terhadap vonis tindak pidana zina di

Pengadilan Negeri Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pokok masalah yang telah penyusun kemukakan di atas, maka tujuan

dalam penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembuktian
kasus tindak pidana zina.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap vonis kasus
tindak pidana zina di Pengadilan Negeri Banyumas.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

. Untuk menambah wawasan, wacana dan pengetahuan berupa penyelidikan

ilmiah tentang pembuktian tindak pidana zina dan penerapannya di pengadilan

menurut KUHP dalam perspektif hukum Islam.

2. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana hukum nasional dalam

menyelesaikan perkara tindak pidana zina dihubungkan dengan konsep hukum

pidana Islam.



D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang
relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini maka tinjavan pustaka akan
menjadi dasar pemikiran dan teori-teori dalam menyusun skripsi ini,

Leden Marpaung dalam bukunya Kejahatan Terhadap Kesusilaan: Dan
Masalah Prevensinya mengemukakan bahwa kata zina dalam Bahasa Inggris
disebut “adultery” yang dapat diartikan dalam terjemahan bebasnya yakni
hubungan seksual sukarela oleh orang yang terikat perkawinan dengan orang yang
terikat perkawinan dengan orang bukan suamifistri, '

Topo Santoso dalam bukunya Menggagas Hukwum Pidana. Penerapan
Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas menyatakan bahwa pengertian tindak
pidana zina beberapa ulama figh menyebutkan batasan-batasan tertentu, antara
mazhab yang satu dengan mazhab yang lain memberikan definisi yang berbeda.
Hanafi mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh
seorang laki-laki secara sadar terhadap seorang wanita yang disertai nafsu seksual
dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan yang sah atau ikatan
perkawinan syubhat (yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali) atau
tidak ada hubungan kepemilikan (tuan dengan hambanya). Meskipun berbeda-
beda dalam mendefinisikan zina para ahli figh semua menyetujui unsur utama zina
yaitu persetubuhan yang tidak sah. Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali
mengemukakan “hubungan seksual yang diharamkan tidak hanya memasukkan

penis pada vagina, tetapi juga pada dubur wanita maupun dubur laki-laki. Jadi

12 ;
) Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan: Dan Masalah Prevensi g .
Sinar Grafika, 1996), him. 42, nsinya, (Jakarta:



status hukum dari hubungan seksual yang dilakukan pada vagina dan dubur
adalah sama, karena itu dikatakan zina."

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Hukum Pidana Islam
mengemukakan tentang definisi zina dalam pandangan hukum Islam dan hukum
positif yakni hukum Islam memandang semua hubungan kelamin di luar nikah
scbagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau
belum, dilakukan suka sama suka atau tidak. Hukum positif tidak memandang
semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Adapun unsur-
unsurnya yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat
yang melawan hukum. Dalam bukunya juga disebutkan mengenai hukuman untuk
jarimah zina di mana ada hukuman untuk zina gair al-mulfisan yaitu dera seratus
kali atau pengasingan selama satu tahun sedangkan hukuman untuk zina mubsan
adalah dera seratus kali dan rajam. Untuk pembuktian jarimab zina itu sendiri ada
tiga: dengan saksi, pengakuan, dan qarinah. '*

Dalam bukunya A. Rahman I Doi yang beqjudul Syari’ah Hukum Islamic
Law dikatakan bahwa Islam menganggap zina bukan hanya sebagai dosa besar
melainkan juga scbagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai
perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang

sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan

13
Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidoma: Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks
Modemftgs, (Bandung: Ay Syamit, 2001), him. 197.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 9-41.
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pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarluaskan
berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.'*

Dari literatur-literatur di atas, memang ada hasil penelitian yang membahas
mengenai tindak pidana zina seperti skripsi yang disusun oleh Saefurrochman
dengan judul “Saksi dalam Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Istam dan
Hukum Positif)”. Skripsi ini fokus kajiannya tentang kesaksian dalam pidana
perzinaan menurut hukum Islam dan hukum positif, persamaan dan perbedaan
antara hukum Islam dan hukum positif yaitu bahwa konsep saksi itu adalah orang
yang secara langsung melihat atau mendengar sendiri tefjadinya peristiwa zina di
mana keterangannya diberikan di dalam sidang pengadilan dengan menyebut
alasan dari pengetahuannya.'®

Skripsi Eko Pustrika Waluyo dengan judul “Zina sebagai Alasan
Perceraian Menurut KHI Ditinjau dari Hukum Islam™. Skripsi tersebut, disebutkan
beberapa hal akibat putusnya perceraian menurut KHI, salah satunya vaitu
perceraian karena alasan zina."” Penclitian lain adalah skripsi Darno yang berjudul
“Hubungan Seks di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan
Hukum Positif”, yang menjelaskan perbedaan antara hukum Istam dan hukum
Positif tentang dalam mengartikan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan
tanpa ikatan pernikahan. Dalam hukum Islam, hubungan seks tanpa ikatan

perkawinan tetap disebut zina tanpa membedakan apakah salah satu pelakunya

" A. Rahman I Doi, Syari‘ak Hukum Islamic Law, terj. Cet I, (Yakarta: RajaGrafindo Persada,

1996), him. 36,

16

Saefurrochman, “Saksi dalam Perzinahan: Studi Komperatif antara Hukum Isiam dan

Hulum Positif”, Skripsi, (Jurusan Syariah AS, STAIN Purwokerto, 2006).

"7 Eko Pustrika Waluyo, “Zina sebagai Alasan Perceraian Menurut KHI Ditinjau dari Hukum

Islam”, Skripsi, (Jurusan Syariah AS, STAIN Purwokerto, 2004).
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sudah menikah atau belumn. Sedangkan dalam hukum Positif apabila saiah satu
pihak telah menikah baru disebut zina.'®

Adapun kajian skripsi yang penyusun bahas adalah mengenai Tindak
Pidana Zina Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam Studi Terhadap Putusan
No.127/pid B/2008/PN.BMS. Dengan demikian terdapat perbedaan antara
penelitian yang penyusun lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Saefurrochman dan Eko Pustrika Waluyo. Kalau Sacfurrochman lebih
memfokuskan tentang keberadaan saksi dalam perbuatan zina, sedangkan Eko
Pustrika Waluyo menjelaskan mengenai akibat perceraian karena alasan zina
menurut KHI, serta Darno hanya menjelaskan mengenai perbedaan antara hukum
Islam dan hukum Positif dalam mengartikan makna zina. Sedangkan apa yang

penulis teliti adalah mengenai putusan pengadilan tentang tindak pidana zina No.

127/Pid B/2608/PN.BMS.

E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (/ibrary
research) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari
kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-
literatur lainnya.'’ Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan metode

deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang bertujuan untuk

18 i ; .
Darno, “Hubungan Seks di Luar Nikah dan Akibat Hukumnaya Menurut Huku
Hukum Plgsitif', Skripsi, (Jurusan Syariah AS, STAIN Purwokerto, 2002;' m lslam dan
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pend, ka:' Prakdti :
ineka Cipta, 1998), hir. 11 ndekatan ik, Cet. II, (Jakarta:



3.

menggambarkan keadaan atan status fenomena sosial mengenai pejaia
terjadinya sesuatu.’’ Dalam hal ini fenomena sosial yang terjadi adalah tindak
pidana zina.

Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam rangka
mencari kebenaran ilmiah yang bersifat objektif dan rasional serta dapat
dipertanggungjawabkan, penyusun menggunakan metode dokumentasi.
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain®! Metode
Dokumentasi akan peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data seperti:
berkas acara persidangan tentang tindak pidana zina dan hal-hal yang
berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data langsung dan segera diperoleh dari sumber

data oleh penyidik untuk tujuan khusus.”> Sumber data primer merupakan
sumber data yang dijadikan sumber pokok penelitian. Sumber data primes
yang penulis gunakan ferdiri dari literatur yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas. Sumber data primer yang berkaitan dengan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

2 Ibid, him. 245.
> Ibid, kim. 156.
* Winamo Surakhmand, Pengantar Penelitian limiah, (Bandung: Tarsito, 1990), him. 134,
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1) Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 127/Pid B/2008/
PN.BMS.
2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
b. Sumber Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langung
diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya
berwujud data dokumentasi atau atau data laporan yang telah tersedia
Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung proses penelitian
namun bukan merupakan sumber utama, seperti antara lain:
1) ‘Abdur Qadir ‘Audah, a/-Tasyri’ al-Jinai al-Islami
2) Ibnu Rusyd, Bidzyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtasid
3) Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.
4. Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data-data penelitian ini, penulis menggunakan
metode analisis isi (Content Analysis). Sementara analisis isi sendiri diartikan
scbagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha
karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis ** Untuk
selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran
yang mendalam tentang masalah yang diteliti, yaitu isi putusan Pengadilan
Negeri Banyumas No.127/Pid. B/2008/PN.BMS. Kemudian  dalam

menyimpulkan data-data penulis menggunakan kerangka berfikir deduktif

B Saefuddin Azwar, Meitode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajer, 1998), him. 91.
2 Socjono dan Abdurrahman, Metode penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta:
Rineks Cipta, 1999), him. 8.
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yaitu suatu analisis data dari suafu pengetahuan yang bersifat umum kemudian

disimputkan yang bersifat khusus.”’

F. Sistematika Pembahasap

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka
penyusun imenggunakan sistematika penyusunan yang biasa digunakan yaitu
dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang merupakan langkah awal dari
penyusunan skripsi ini yang meliputi Latar belakang masalah, Rumusan masalah
Tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian, Telaah pustaka dan Sistematika
pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Konsep Tindak Pidana Zina dalam Hukum Istam,
meliputi Pengertian, Unsur-unsur, Macam-macam dan Sanksi pidananya.

Bab ketiga tentang Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2008
terhadap Tindak Pidama Zina, meliputi Gambaran umum Pengadilan Negeri
Banyumas, Deskripsi kasus, Pembuktian, Petimbangan, dan Vonis hakim.

Bab keempat merupakan pokok pembahasan yaitu berisi tentang Tinjauan
Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No.
127/Pid.B/2008/ PN.BMS tentang Tindak Pidana Zina, meliputi Analisis terhadap
Pembuktian dan Analisis terhadap Vonis Hakim.

Bab kelima merupakan penutup berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

* Winamo Surakhmand, Pengantar Penelition limiah Dasar Metode Teknik, (Bandung;

Tarsito, 1990), him. 143.



BABII

KONSEP TINDAK PIDANA ZINA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Zina
Para ulama dalam memberikan pengertian zina berbeda redaksinya, namun
substansinya hampir sama. Kata zina secara etimologi berasal dari kata zans yang
berarti berbuat zina, yakni hubungan seksual yang tidak sah.’
Sedang menurut pengertian terminologt syara’, kata zina mempunyai arti
sebagai berikut:
1. ‘Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab af-Figh ‘ala Madahib al-Arba’ah

memberikan definisi:

4 Cutyy dageiny Y o JI Bgadn B0} £ sh WSS £by e e
AP ) gl 8 alall de F
Memasukkan penis yang dilakukan oleh seorang mukallaf (laki-laki) ke dalam

vagina seorang perempuan yang membangkitkan nafsu, bukan miliknya, tidak
ada wunsur syubhah (keserupaan) dan tidak ada unsur penetapan mahram baik

semenda, nasab, maupun susuan.
2. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Figh allslam wa Adillatuhy

mendefinisikan:

dageto g MM 28 & LN B 310 5 N sb
Memasukkan penis yang dilakukan oleh seorang laki-laki ke dalam vagina
seorang perempuan yang bukan miliknya serta tidak ada unsur syubhah. 2

' Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir;Kamus Bahasq Arab-Indonesia, (Surabaya:

Pustaka Progresif, 1997), him. 588.
- ? Wahbah al-Zubaili, Al-Figh al-Islimi wa Adiliatuby Juz VI, (Beirat: Dir al- Fike, 1989)
26, £l ]
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3. Mubammad Ibn Muhamnmad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi dalam kitab
Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugt asid mendefinisikan:
of ey £ gty s 15 1B s aBg ey IS
Setiap persetubuhan yang terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah, bukan
karena syublalh dan bukan pula karena kepemilikan (terkadap hamba).’

4. Sayyid Sabiq pengarang kitab Figh Sunnah memberikan definisi:

gt g oo adlly i 02 7 B 3 e ghads aln Byt AdS3 i

it ame oS f g 2SS
Masuknya kepala penis laki-laki atau seukuran kepala penis bagi orang yang
terpotong penisnya ke dalam vagina perempuan yang tidak halal disetubuhi
yang membangkitkan nafsu laki-laki yang bersangkutan, tanpa adanya
syubliah (keserupaan atau kekeliruan) pernikahan, walaupun tanpa keluarnya
sperma.”

Apabila diperhatikan keempat definist di atas, maka definisi-definisi
tersebut berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya
sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan
perempuan di luar nikah yang sah, tanpa mifk atau syubbah al-milk. Milk adalah
hak persetubuhan yang timbul dari perkawinan atau pemilikan budak. Sywbhah al-
milk adalah persetubuhan dengan istri yang diperoleh melalui perkawinan yang
fasid, tetapi suami mengira perkawinan itu sah atau mengawini perempuan yang

masih dalam masa “iddah,’ Setelah perempuan itu resmi dicerai, di mana suaminya

mengira sama dengan masa ‘iddah sesudzh perceraian yang dapat dirujuk.

* Muljammad Ibn Mubammad Tbn Amad T Rusyd al-Quitiibi, Biddyab al-Mujtabid wa
Niliayah al-Mugtasid, Juz 11, (Beirut: Dar al-Kwtub al-* Ilmiyyah, 1998), him_ 324

4 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Juz Il, (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-*Arabi, 1990), him. 344

* ‘Iddah adalah saat penungguan bagi istri yang dicerai atay ditinggal mati suaminya, guna
mengetahui apakah ia mengandung atau tidak. Lihat M. Abdul Mujib dkk, Kamus Istilah Figh, (Jakarta:
Pustaka firdsus, 1994), him. 110.
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Demikian juga dipandang zina persctububan dengan budak perempuan, jika

tuannya telah memerdekakannya.’

B. Unsur- Unsur Tindak Pidana Zina

Dari beberapa definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama
sebagaimana penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya dapat diketahui bahwa

unsur-unsur_jarima# (tindak pidana) zina itu ada dua yaitu:’
1. Persetubuhan yang diharamkan ( p &1 s 1)

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap sebagai zina adalah
persetububan dalam jfayi (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala
kemaluan (hasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. termasuk
dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara Zakar (kemaluan laki-
laki) dan farji (kemaluan perempuan), sclama penghalangnya tipis yang tidak
menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama ®

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina
adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendin. Dengan
demikian, apabila persetububan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri
karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan tersebut tidak dapat dianggap
zina, walaupun persetububannya itu diharamkan karena suatu sebab tertenty.
Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan

karena adanya suatu scbab bukan karena zatnya, seperti menyetubuhi istri

* Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, terj. (Jakarta: Islamika, 2003), him. 265.
7 “Abd Qadir ‘Audah, Al-Tasyn” al-Jina'’i al-Iskimi, Juz T, (Beirut: Mu’assasah, 1992),

him, 349 _
8 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana. . ., him. 8.
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yang sedang haid, nifas, atau sedang puasa ramadhan. Persetubuhan ini
semuanya dilarang, tetapi tidak diangggap zina.’

Apabila persetububan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan
sebagaimana tersebut di atas, maka tidak dianggap zina yang dikenai hukuman
hadd melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam
dengan hukuman /3 21"’ walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan
dari zina, seperti mufakhadalh (memasukkan penis di antara dua paha), atau

sentuhan-sentuhan di luar faryi.

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum ( U o) sledo gHtton )
Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku

yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu
perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya
adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang
mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa
perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman Aadd
seperti sescorang yang menikeh dengan scorang wanita yang scbenarnya
mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan
setelah dilaksanakan perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai
pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tabu bahwa wanita

itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu. !

? Ibid

10 Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik (pendidikan) atas dosa (tindak pidana) yang
belum ditentukan hukumannaya oleh syara’. Lihat Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hulkum
pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), him. 19.

" Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana. . ., hlm. 25,
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Unsur melawan hukum atau kesenpajaan berbuat ini  harus
berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan
sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat
dilakukannya perbuatan yang dilarang. Niat yang melawan hukum itu tidak
ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban
atas perbuatan yang dilakukannya, seperti sescorang yang bermaksud
melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki
kamamya yang didapatinya adalah istrinya dan persetububan dilakukan
dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap zina, karena pada
saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

C. Pembuktian Tindak Pidana Zina

Pembuktian berasal dani kata “bukti” yang artinya adalah usaha untuk
membukiikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “membuktikan”
diartikan sebagai memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti. Sedangkan
kata “pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha
menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan,
Pembuktian adalah ketentuan-ketentvan yang berisi pedoman tentang cara-cara
yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan
kepada terdakwa”.

Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka majelis
hakim, masing-masing pibak yang mengajukan dalil-dalil yang saling
bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang
benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti




dan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian

yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuktian
bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan
kepada hakim.

Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan, yaitu:
1. Yagin : meyakinkan, yaitu hakim benar-benar yakin.
2. Dan . sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan

adanya pembuktian.

3. Syubhat : ragu-ragu.

4. Wahm : sangsi.”
Seorang hakim harus menghindarkan memberikan putusan apabila terdapat

kondisi syubhat atau lebih rendah. Dalam hukum pada pembuktian hanya
diarahkan pada kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih yang dimaksud adalah
dalil-dalil yang digunakan dalam pemeriksaan perkara.”

Pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman /ad apabila perbuatannya telah
dapat dibuktikan.' Untuk jarfmah zina ada tiga macam cara pembuktian, yaitu:
1. Dengan saksi

a. Pembuktian dengan saksi
Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan

kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi ity kurang dari empat
maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila

2 http/ngobrol I slami. Wordpress. com/2011/Hukum Pidana Islam-Pembuktian Jarimab Zina,

Diakses tanggal 23 Februari 2011.

13 7p
Ibid,
1 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidang Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,

2004) , him. 18.
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pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-
bukti yang lain. Dasarnya adalah sebagai berikut:
1) Surah An-Nisaayat 15

1 e ¥ ] T - P 2 “

-

If"‘ et Tt . -, - .
dayyl S:g._._lp |JJ’..’:.:.....U ‘._éa.él....! o Adewddl T ol d‘-,"”j
Eod -3 o - red *Er o - ré‘
Ll SeE o el g 2 a K16 il off sa
& S SR o

“Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,
hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang
menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi
persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah
sampai mereka menemui ajainya, atau sampai Allah memberi jalan

lain kepadanya. i
An- Nur ayat 4

v

RN A TP L IR TP ]

) skl a Byl TEGTE0GE LA 1,58 3 Bl e

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik

(berbuat zing) dan mereka tidak mendotangkan empat orang saksi,

maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan

Jjanganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan
mereka itulah orang-orang yang fasik.”"®

2) Surah An- Nur ayat 13

"

P -,41.:2,’,3 :E’_l’{-”" o .
:“"?—":l?je’t’ 12U 1l 6 3B 21d aasl 4. i )
e ys

@ 05353 oa &

'S Departemen Agama Rl, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2000),

him. 63.
1 1bid him. 279.
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“Mengapa mereka (yang menuduh itu} tidak mendatangkan empat
orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak
mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-

orang yang dusta. id

3) Hadist Nabi SAW

o g & 06 OW Jif 18 @ it oy e oy i g
4-.49516\-0@4‘5Jﬁ,ﬁ'fhly‘adﬂadﬁswa@_ﬁ

(S dry g Jo g 4 Y Cuid-y 6 dusd¥iy Dot sl
“Dari Anas ibn Malik ra. berkata: Li’an pertama yang terjadi dalam
Islam ialah bahwa Syarik ibn Sahma dituduh oleh Hilal ibn Umayyah
berzina dengan istrinya. Maka Nabi bersabda kepada hilai:
“ajukanlah saksi, apabila tidak maka engkau dikenakan hukuman
had” (Hadist ini dikeluarkan oleh Abu Ya’la dan perawinya dapat
dipercaya). 18

Tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Mereka
yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan Syarat-syarat ini ada yang umum, yaitu syarat
yang berlaku untuk persaksian dalam semua jarimalh, dan ada pula syarat
yang khusus untuk persaksian dalam jarimah zina saja.

b. Syarat- Syarat Saksi
1) Syarat-syarat umum
Untuk dapat diterima persaksiannya seseorang, harus dipenuhi
syarat-syarat umum yang berlaku untuk semua jenis persaksian dalam

sctiap jarimab Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut;

17 Ibid, him. 280. ) _ X
8 N uhammad Ibn Isma’il al-Kablani, Subul As-Salam, Juz IV, (Mesir: Mustafa Al- Babi Al-

Halaby, 1960), him. 16.




b)

a) Baligh (dewasa)
Seorang saksi dalam setiap jarfmah disyaratkan harus

baligh. Apabila belum baligh (dewasa) maka persaksiannya tidak
dapat diterima. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah

Al-Bagarah ayat 282:

e el ) o giagh Igd RELT
« .. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
lelaki diantaramu ...{QS. Al-Bagarah: 282)." g-orang

Lafaz Je-y menurut bahasa berarti laki-laki yang sudah dewasa

dan tidak termasuk di dalamnya anak-anak di bawah umur. Alasan lain

adalah hadis Nabi SAW.

uﬁwuﬁpJﬂlejd\;fuﬁquu‘w:Mmeuu‘
oyy) 2N & P P @ b ooy R o oSt
(;&‘)@uabd“-ﬁ“}b}bﬁb&(

“Dari *Aisyah ra. balwa Nabi saw. bersabda:” dihapuskan ketentuan

hukum dari tiga orang, (1) dari orang yang tidur sampai ia bangun, (2)
dari orang gila sampai _z‘a sembuh, (3) dari anak di bawah umur
sampai ia dewasa. » (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud,

Nasa’i, Jon Majah, dan Al-Hakim )2

Berakal

Seorang saksi disyaratkan harus berakal. Orang yang berakal
adalah orang yang mengetahui kewajiban yang pokok dan yang bukan,
yang mungkin dan yang tidak mungkin, serta mudharat dan manfaat.

19

20 jafial Ad-Din As-

ama RI, AFQuran..., hlr_n. 37.
Suyuti, Al-Jami’ As-$agir, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Fiks, t. 1), him. 273,

emen Ag




d)

Dengan demikian, persaksian orang yang gila dan kurang seinpurna

(ma’tuh) tidak dapat diterima.
Kuat ingatan

Seseorang saksi disyaratkan harus mampu mengingat apa yang
disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya,
di samping dapat dipercaya apa yang dikatakannya. Dengan demikian,
apabila pelupa, persaksiannya tidak dapat diterima. Disamakan dengan
lupa orang yang banyak keliru dan lalai. Akan tetapi kalau keliru atau
salahnya hanya sedikit, persaksiannya masih dapat diterima.

Alasan tidak diterimanya persaksian dari orang lain yang pelupa
adalah karena orang yang pelupa itu, apa yang dikatakannya tidak bisa
dipercaya schingga kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan
dalam persaksiannya.

Dapat Berbicara
Seorang saksi disyaratkan harus bisa berbicara. Apabila ia bisu,

status persaksiannnya diperselisihkan oleh para ulama. Menumt
mazhab Maliki, persaksian orang yang bisu dapat diterima apabila
isyaratnya dapat dipahami. Menurut mazhab Hanbali, orang yang bisu
persaksiannya tidak bisa diterima, walaupun isyaratnya dapat
dipahanni, kecuali apabila ia dapat menulis. Dalam hal ini bisa
melaksanakan persaksian dengan tulisannya. Dalam mazhab Hanafi
juga persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, baik dengan

isyarat maupun dengan tulisan. Adapun dalam mazhab Syafi’i terdapat




dua pendapat. Sebagian ulama Syafi'iyash dapat menerima persaksian
orang yang bisu, karena isyaratnya sama seperti ucapan, schagaimana
yang dilaksanakan dalam akad nikah dan talak. Akan tetapi, sebagian
lagi berpendapat bahwa persaksian orang yang bisu tidak dapat
diterima, karena isyarat yang mengggantikan ucapan itu hanya berlaku
dalam keadaan darurat. Kalau orang yang bisu diterima isyaratnya
sebagai pengganti ucapannya, seperti dalam nikah dan talak, hal itu
merupakan keadaan darurat, karena tidak ada jalan lain selain dengan
isyarat. Namun dalam persaksian, kondisinya tidak bisa dianggap
darurat, karena masih banyak orang lain yang bisa bicara yang dapat
digunakan sebagai saksi.”!
Dapat melihat

Orang yang menjadi saksi disyaratkan harus dapat melihat apa
yang disaksikannya. Apabila saksi tersebut orang yang buta maka para
ulama berselisih pendapat tentang diterimanya persaksian tersebut.
Menurut kelompok Hanafiyah, persaksian orang yang buta tidak dapat
diterima. Hal ini karena untuk dapat melaksanakan persaksian, saksi
harus dapat menunjukkan objek yang disaksikannya. Di samping itu,
orang yang buta hanya dapat membedakan sesuatw dengan
pendcngarannya. Pendapat Imam Abi Hanifah tentang tidak

diterimanya persak
untuk mengetahuinya harus dengan cara dilihat atau didengar. Akan

sian orang yang buta berlaku di dalam kasus yang

tetapi, Jmam Abi Yiusuf membolehkan persaksian orang yang buta

_.——-------—-_--.- -
Tasyri” al-Jiad’i..., hlm. 397-399

21 Apd Al-Qadir Audah, AF
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dalam masalah yang cara mengetahuinya harus dengan penglibatan,
Imam Abu Yusuf membolchkan apabila saksi itu pada waktu
menyaksikan peristiwa, dia dapat melihat, meskipun pada waktu
melaksanakan dia buta, asalkan ia mengenal dan mengetahui nama dan
keturunan dari orang yang sedang diadili. Imam Zufar berpendapat
bahwa persaksian orang yang buta bisa diterima di dalam jarimah
selain Budid dan gisas, yang cara mengetahuinya dengan pendengaran.
Pendapat Imam Zufar ini merupakan salah satu pendapat Imam Abu
Hanifah.”

Golongan Malikiyah menerima persaksian orang yang buta dalam
masalah yang berkaitan dengan ucapan yang bisa diketahui dengan
pendengaran, asal ia tidak ragu-ragu dan ia menyakini objek yang
disaksikannya. Apabila ragu maka persaksiannya tidak sah. Adapun
dalam masalah-masalah yang harus dilihat dengan mata maka
persaksian OFDg yang buta tidak dapat diterima. Pendapat malikiyah
ini pada umumnya sama dengan pendapat Syafi'iyah. Hanya saja
dalam mazhab Syafi'i ada sebagian ulama yang menerima persaksian

orang yang buta secard mutlak dalam kasus yang berkaitan dengan

2

ucapan.
Mazhab Hanbali membolehkan persaksian orang buta dalam

indak pidana yang berhubungan dengan ucapan. Sedangkan dalam
tindak pidana

persaksian terhadap apa yang disaksikannya sebelum ia menjadi buta,

yang perkaitan dengan perbuatan, mercka membolehkan

e

2 rpid him. 399.
B Ibid, him. 400.
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apabila ia mengetahui orang yang disaksikannya itu, baik namanya
maupun keturunannya. Mazhab Zaidiyah pada prinsipnya sama dengan
mazhab Syafi’i, yaitu tidak membolehkan persaksian orang buta secara
mutiak, baik dalam tindak pidana yang berkaitan dengan ucapan
maupun berkaitan dengan perbuatan.*
Adil

Seseorang yang menjadi saksi disyaratkan harus adil. Dasarnya

adalah firman Aliah dalam Surah A¢- Talag ayat 2:

2

oo..o -‘ 1% ,’:. . gf’

« . e J5 533 15 ..
.. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil 23
Juga didasarkan pada Surah A/- Hujurat ayat 6:

o 58 Ly of 58 2 50 S5 o2t
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“Hai orang-orang yang beriman, jika datang ke !
suatu berita, Maka periksalah dengin :ﬁfzzrﬁgﬁ {(c!fm:

ida

u musibah kepada suatu kaum
tanpa me i
babkan kamu menyesal atas perbzgf;f:ﬁ::

membawa
menimpakan suat

keadaanrya yang menye

- . 6
.

Dalam ayat pertama Allah memerintahkan untuk menerim

a

persaksian orang yang adil, sedangkan dalam ayat yang kedua Ailah

memerintahkan untuk menangguhkan berita yang disampaikan oleh

ole

orang yang fasik, da persaksian pada hakikatnya adalah suatu berita

___.——-'-'--..—-.

24 1pid, him. 401. ,
9 AgamaRLA[.Qurm.... him. 445.
2% rpid, him. 412.




g2

h)

Pengertian adil menurut Malikiyah adalah selalu memelihara
agama dengan jalan menjauhi dosa-dosa besar dan menjaga diri dari
dosa kecil, selalu menunaikan amanat dan bermuamalah dengan baik.
Ini berarti tidak melakukan maksiat sama sekali, karena hal itu tidak
mungkin bagi manusia biasa. Hanafiyah berpendapat bahwa adil itu
adalah konsisten (istiqamah) melaksanakan ajaran agama (Islam),
mendahulukan pertimbangan akal daripada hawa nafsu.”’

Islam

Seorang saksi disyaratakan harus beragama Islam. Dengan
demikian, persakian orang yang bukan Islam tidak dapat diterima, baik
untuk perkara orang muslim maupun perkara nonmuslim. Hal ini
merupakan prinsip yang diterima oleh semua fuqaha. Dasarnya adalah
firman Allah dalam Surzh 4/- Bagarah ayat 282:

Le
L y ] * < L -y -
I WA PN -3 9
«  Dan persaksika::z{;ah dengan dua orang saksi dari orang-orang
Jelaki diantaram ..."

Tidak ada halangan persaksian

Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, seorang
saksi juga disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi diterimanya
persaksiannya. Hal-hal yang dapat menghalangi sescorang untuk
diterimanya pefsaksiannya adalah sebagai berikut;
a) Hubungan keluarg2 (kerabat), seperti orang tua terhadap anaknya

juga suami terhadap istrinya, atau sebaliknya.

___.-——-—-'-'-—--

27 1bid, him. 402-403- ,
nlbid o AgamaRLAI'Q“r art..., him. 37.
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b) Permusuhan.

c) Tuhmah, yaitu adanya sesuatu antara saksi dan orang yang

disaksikannya yang mendorong timbulaya prasangka. Atau dengan
melaksanakan persaksian, saksi akan memperoleh keuntungan,

misalnya persaksian buruh terhadap majikannya.”

2) Syarat-syarat khusus untuk Jarimsh zina

Disamping syarat-syarat umum yang telah disebutkan, untuk

wrsaksian dalam jarimal zina harus dipenuhi syarat-syarat khusus

sebagai berikut:
a) Laki-laki

Mayoritas ahli figih berpendapat bahwa untuk saksi dalam
jarimah zina disyaratkan harus laki-laki semuanya. Jumhur fuqaha
tidak menerima persaksian perempuan. Alasanya adalah bahwa al-
Qur'an menyatakan jumiah saksi dalam zina itu tidak boleh kurang
dari empat orang dan persaksian seorang laki-laki dapat
mengimbangi dua orang perempuan. Apabila empat orang saksi itu
sebagiannya perempuan maka tidak cukup empat orang, melainkan
sekurang-kurangnya harus lima orang, karena terdini dari tiga laki-
Jaki dan dua perempuan.”

Akan fetapi, menurut Jmam Ata’ dan Imam Hammad, saksi
dalam J;gﬂ}uah zina boleh tiga orang laki-taki dengan dua orang

perempuan Sedangkan Thn Hazm membolehkan penggantian

kum Pidang. . ., him. 48,

[
P i Muslich, H# ° , i
» ma:lihwhalf; \fahammad [bn Qudamsh, AF Magni, Juz XNI, (Dar: Al-Manar, 1368 H )

him. 193,




b)

seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Dengan demikian
maka komposisi saksi itu boleh tiga laki-laki dan dua orang
perempuan, atau dua laki-laki dan empat perempuan, atau seorang
laki-laki dan enam perempuan, atau boleh juga delapan orang
perempuan tanpa laki-laki sama sekali.*

Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Abhmad
suami tidak boleh menjadi saksi atas istrinya yang berzina, karena
kalau demikian, ia bisa dianggap sebagai penuduh atas istrinya.
Akan ftetapi Imam Abu Hanifah dan Syi'ah Zaidiyah
membolehkannya, sedangkan Ibn Hazm membedakan antara
kedudukan suami scbagai penudub dan kedudukannya sebagai
saksi. Apabila bertindak sebagai penuduh maka ia (Suami) harus
mengajukan empat orang saksi yang lain selain dia sendiri, Apabila
tidak bisa mengajukan empat orang saksi maka ia dapat dikenai
had atau terjadi /i ‘an. Namun, apabila bertindak sebagai

hukuman
saksi maka persaksiannya bisa diterima asal adil dan ada tiga orang

saksi yang memenuhi syarat.”

Al-Isalah
{nim Abi Hanifah mensyaratkan bahwa saksi

Jjarimal zina harus asli, yaitu ia harus menyaksikan langsung
peristiwa zina. Dengan
tidak dapat diterima persaksian scorang saksi yang hanya

mendengar peristiwa i

demikian menurut Imam Abu Hanifah,

tu dari orang lain. Pendapat ini juga

31 Apd Al-Qadir Audah, AL-Tasyrl’ al-Jind’i .. him. 411

2 1bid.
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'merupakan pendapat Imim Abmad dan Syi’ah Zaidiyah® Alasan
tidak diterimanya saksi atas saksi (saksi sama /) adalah karena hal
itu menimbulkan sywbhah (keraguan), sedangkan ketelitian dan
kehati-hatian merupakan hal yang wajib dilakukan dalam jarimah
hudiid. Sebab, apabila terdapat syvbhah (ketidakjelasan), hukuman
hadbisa gugur.

Di dalam mazhab Syafi’i saksi atas saksi (saksi sama )
dibolehkan di dalam hak manusia dan hak Allah yang tidak gugur
karena sywbhah, karena saksi tersebut dibutubkan ketika saksi asli
berhalangan disebabkan mati, sakit, atau sedang tidak ada ditempat.
Sedangkan dalam jarimal fudud yang hukumannya merupakan hak
Aliah sepenuhnya, seperti fiad zina, fad sirqah (pencurian),
pemmpokaﬂ, dan minuman keras, ulama Syafi’iyah berbeda
pendapat. Pendapat pertama membolehkan digunakan saksi sama’i,
dengan mengkiaskannya pada hak manusia. Pendapat kedua tidak
membolehkan karena hal itu bisa menimbulkan syubhakh yang
akibatnya bisa menggugurkan hukuman fiad Akan tetapi, Imam
Matik dan mazhab Zahiriyah membolehkan digunakannya saksi
atas saksi, baik dalam Jjarimah hudud mavpun jarimal selain hudid,
dengan syarat saksi yang mendengar dari saksi asli sekurang-

Lurangnya dus orang. Apabila saksi yang mendenger dari saksi ashi

(s hanya satu TN maka ia tidak dapat diterima,>*

dan 413.

B rpi 411
Jbid, him e

M rpid him. 412-
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¢) Peristiwa zina belum kadaluwarsa

Imam Abu Hanifah mensyaratkan untuk diterimanya
persaksian maka peristiwa perzinaan itu belum kadaluwarsa tanpa
‘uzur (alasan). Akan tetapi, apabila kadaluwarsanya itu karena
‘wiur atau alasan yang dapat dibenackan, seperti sedikitnya saksi,
atau jarak antara tempat tinggal saksi dan tempat dilaksanakannya
sidang sangat jauh maka persaksian yang telah lewat waktu
(kadaluwarsa) adalah bahwa scorang saksi yang melihat peristiwa
perzinaan tersebut boleh memilih antara melaksanakan persaksian
karena Allah, dan menutupi peristiwa yang disaksikannya.

Apabila seorang saksi sampai batas waktu tertentu tidak
melaksanakan persaksiannya, berarti ia memilih menutupi peristiwa
tersebut. Apabila setelah lewat waktu tertentu ia besedia
melaksanakan persaksiannya adalah perasaan benci dan sentimen
atau karena motif yang lain Sedangkan persaksian tidak bisa
diterima apabila dilakukan karena kebencian dan keragu-raguan ¥

Adapun mengenai batas kadaluwarsa, Imam Abu Hanifah

tidak menentukan waktu tertentu, melai e k

m unhk mempertimbangkamnya. Akan tetapi, sebagian fugaha

haki
Hanafiah menentukan batas kadalu coam bulan, soda
an yang lain menentukan batas waktu satu bulan % gkan

sebagi

5
35 Sayyid Sabig, Fial- him. 355.
% Ibid him. 355-356
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d) Persaksian harus dalam satu majelis
Imam Malik, Imam Abu Hanifsh, dan Imam Ahmad
mensyaratkan bahwa persaksian harus dikemukakan dalam satu
majelis (persidangan). Akan tctapi Syafi’iyah, Zaidiyah, dan
Zahiriyah tidak mensyaratkannya. Menurut mercka, persaksisan
boleh dikemukakan secara terpisab atau bersama-sama di dalam
satu majelis (persidangan) atau dalam beberapa majelis (sidang).

Ajasan mereka adalah bahwa persyaratan empat orang saksi yang

disebutkan dalam S
tidak menyebut tentang majelis, melainkan hanya saksi saja. Oleh

urah An-Nurayat 13 dan surah An-Nisa ayat 15

karena itu, walaupun persaksian dikemukakan bukan dalam satu
majelis asal jumlahnya mencukupi yaitu empat orang

oo 37
persaksian tersebut dapat ditenma.

2. Dengan Pengakuan
an dengan Pengakuan

a. Pembukti
kuan dapat diguﬂﬂkﬂn sebagai alat bukti untuk jarimak zina_

Penga

dengan syasat-syare! sebagai berlt
1) Men

kali, dengan mengiaskannya kepada em

: panyak empat K21, pat
dinyatakan 5¢ _ .

qsan dengan hadis Ma’iz yang menjelaskan

— Tyl T i 418

37 Abd Qadir Audalt,
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Malik dan I‘n— o 3 13
cali sai am Syafi’i berpendapat bahwa pengakuan itu
i saja tanpa diulang-ulang. Alasannya adalah b cukup satu
ahwa
m o
erupakan suatu pemberitahuan, dan pemberitah P
bertambah de . uwan tidak akan
ngan cara diulang-ulang. Di samping itu.

beralasan de . .
ngan hadis Unais, dimana Nabi be .
Syuy atf SNV G o v
e S o ey O 3B Lo B s @
Coad Y1 431 Sazol B Jgash JWB AA o P
e s B sy Ty 4l Bt o
) g B0 o0 40 4B ppg Y e O Y ‘&““
" . 5 A
@ld‘d@d\iwjmjw&‘w&‘dy 1@ J
g e o ol o J ol &
S o aty ol g e e u
e . . Vs OIS
o g;;:ris ot ol b Bty B8 WIS aza gtd
) - . . . A
o it Jgy OP o 1R B0 g O plo 5y o ’
x . . PRy Al Al
mg&&‘»‘iq”’!fﬁ‘iﬂbwjmj w
. . &
Jor S el e i pig W or 2l e 3 gl 5
3 8d g
"6")‘3 ‘;‘sj‘"f O Lia 3‘}01 ‘}‘ {
Bersumber dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, sl
se?rang Jaki-laki badui datang kepa d'aTaamka berkata:
lah, demi Allah, sungguh Zﬁd:h SAW
eminta

wsesungguhrny?
. «Ya Rasulul
menuius
e kan hukum untukku dengan

serayd perkata.
kepada antuk  dapat
kitabullah. ", annya berkata, yan,
. Iy ' g kedu'a i H .
o i Wkazzh(z:g;‘ antara kami ber.:;:alf: .'h pintar
berkara}”. Lalu Rasulu;;:: m

daripada o
an :zmkaﬂlah
berkatalah oran
8 ked‘ua it
¢ “Anakku

o
&

Eitabullah,
menjz:w.ab: ugilahkan--
bekerja kepada orang ini \alu dia berzina dengan istri
b iw harss Arajer it s memee e,
! a

peritahis
ping dan 5%
_orang pinar. dan dijawab
bahwa ana
kku

pertanyd ¥é a _ pir
parus di deTé seratiis kali f’ian diasingkan selama setah
orang it us dird/am Rasulullah SAW bersabdl ;n. ‘;;eda’?g istri
yang diriks doltm ek sungguh aku P"mskan. kali mi Dzat
dengan yitabullah yatfi! Hamba dan kambing itu di ég:, fe;":z“

alikan
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(kepadamu), sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasi
selama setahun.” Dan kamu hai Unais, pergilah bertem la-:;nglun
seorang dari Aslam unituk bersama-sama ke tempat istri or . e
ditanyakan, jika ia mengaku (berzina), maka rqfamla}?n 8w dan
iy ke, Unais kemudian beranghat ke tempat per Abu
tersebut. Setelah perempuan Hu mengaku, oleh Rasuh{;‘;;z@s:alg

diperintahkan untuk dirajam, kemudian ia pun dirajam.*
Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak smmgkin timbul

kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan

perkataan lain orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang

berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila dan tidak

dipaksa. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad

danlma'thbﬁDawﬁd:

:H-‘_)"e’"":"“duj" J}-ﬂ)d\a :CJQLGJALN S A e
i i by Bt 57 0 R
J&@"@-ﬂh

Dari Aisyah T% ia berkata : Rq-s‘":fullah SAW telah bersabda -
“dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur
sampai 1a pangun, dari orar yang gila sampai ia sembuh dan dari
anak kecil sampai 1d dewasc

Apabila ©ra1E yang mengaku berzina ity mencabut

pen ya maka hukuman bad menjadi gugur, karena pencabutan

ut menyebabkan timbulnya syubhab.

terseb

3. Dengan Qarinal .
yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam

a kehamilan pada seorang wanita yang tidak

inya. Disamakan dengan wanita yang tidak

ey i A:’lf ;:-Awﬁ; Juz VII, (Dar: Al-Fik, t. t), him. 249,
M A’, e -
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be . . ;
rsuami, wanita yang kawin dengan anak kecil yang belum baligh, ata
u
dengan orang yang sudah baligh tetapi kandungannya lahir sebel
N enarm
bulan. Dasar penggunaan garinal adalah ucapan sahabat dan perbuatanny
a.

D. Macam-Macam Tindak Pidana Zina Dan Sanksinya

urut hukum Islam, zina terbagi dalam dua golongan, yaitu :
yakni hubungan seksual antara seorang laki-laki dan

1. Zina Gair al-Mubsan,
keduanya belum menikah tanpa ada paksaan dari

seorang perempuan yang
salah satu pih.stk.‘“:l Sanksi pidana yang dijatubkan adalah sebagaimana firman

Allah Q.S An-Nirayat
P
wez . 2R L n et e ST ST T
G815 Ly 5320 ¥ sz Ble Loy A25 Y TP P N
" 2
W Xt . s as;.,’, L EY -l g% - 4 st S 2 S
Y anlb Lode) A8 29 ;:'\-‘“ 23013 AL Oy (\501 i o
- - - ,’/ d‘/f’ ,l.,,‘f"c Y £ Y o ’
ol i gas Y4B 2423859 S T @ b3l
TR TS P T d
@ bnaadl Jo B3 2555 a0y
« ; i.laki yang berzina, maka . )
P ang berzind dan laki _ . maka deralah tiap-ti
se :::;’g, ;gz{.e s seratus kali dera, _dan janganiah belas m,-hanlzg"‘ap
b kamyu untuk (menjalankan) agama Allah, jika ,m‘:‘m'd"
i akhirat, dan hendaklah (pelaksana ar:)‘

keduanya mencegs
berz’marj: kepada Allah, .dan ha; hiat,
hukuman merekd isaksikan oleR SCX ”ﬁ; an orang.arang.yang beriman
Lakilaki »70 bers? ﬁdﬂk 'm'efl’%amz:'em y perewn yang berzina,
atau peren:puan yang mzfsyf ik, bn ;:M ai::nly:fz%emm tidak dikawini
melainkan o€l Jaki-laki yarg erzmn a 2 'k'm ' ',,i’,’m}’?'ik,  diavin
demilkian it4 diharamkan atas orang-o g yang mukmin.

gan seksual yang dilakukan oleh itk

2 Zing Mugsin, YOO hubu?
g sudab kawi

atau perempuant yan
\_,’,,,’/’ raturan Perundang- iting .
” — Perzf Da’ayﬂ Pe I Wm‘ga?l Dfﬂn]au dari Hu kum
Neng Dju aedﬂ]”o) pim. [3t.
... him. 279.

Istams, (Jakarta; Kencand: 201
41 Departemen Agama =5

2 dan ayat 3:

 atan pernah kawin (duda atau janda) dengan
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seorang laki-laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya tan
pa

paksaan dari salah satu pihak.
Dalam hukum Isiam, sanksi untuk tindak pidana zina discsuaikan

am zina. Untuk pelaku zina mufisan ada dua macam,
dan rajam.® Hal ini didasarkan kepada Hadist

dengan jenis atau mac

yaitu dera seratus kali

Rasulullah SAW, yang persumber pada ‘Ubadeh Ibon Samit bah
wa

Rasulullah SAW bersabda:
o Ol oo et FIXE o gttt el (£ (AU
dhe o1 o 8 I3 J6 1 J8 catall o B3l o2 (B IR

e sl SIS e T I b i
$3)) P’*')“‘J pTITIRTL U0 | TUC PR TP Y

(PJ..-# ol
¢ ra, bahwa 1@ berkata, bersabda Rasulu
, bah : tah -
iku, sesungguhnya Allah telah membifiiya:;

Dari ‘Ubadah 167 Sami
ambillah dar
ka dengan gadis hukumann
gan gadis h nya dera

“ gmbillah dariki, rik, S
jalan keluar bagi mereka (pezind Jjeja
clama saty tahun. Sedangkan duda dengan

seratus kali dan pengasingan selar .
janda, hukumanmyd dera seratys kali dan rajam.”( HR. Muslim). P

dist di atas dengan jelas memberikan ketentuan hukum bahwa bagi

Ha:
_ . gihukum deogan hukuman dera seratus kali dan hukuman

cambuk (der2) bagi pezina mithsan adalah bukuman dengan

Hukuman
rotan dan jain-lainnya. Dalam pelaksanaan hukuman

cara memukul denga™
o bahwa pukulan 1 menyakitkan orang yang dipulul, tidak

dera, disyara

boleh menggunakal tongkat 2121

© Neng Djubsedsh: perzinaan DAl peraturan...,him. 132
43 .

Ibid, him. 133. I o canih Must ' _
4 Apn Husein Muslim b0 Haji8j & i m, Yuz [, (Kairo: Dar al-Thyat. t),

sejenisnya sebab alat itu bukan menyakitkan,
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tetapi menghancurkan badan dan dapat mematikan dengan beberapa kali

pukulan saja. Sedang hukuman rajam bagi pezina mulisan yaite hukuman

dengan cara melempar dengan batu yang beratnya sedang terhadap orang yang

berzina.*® Caranya, orang yang berzina diletakkan di suatu tempat, diikat atau

dikubur setengah badannya lalu ditempari batu hingga meninggal dunia, dan
disaksikan oleh imam atat wakilnya dan sekelompok dari kaum muslimin
karena Allah SWT berfirman:

v o o’;‘ ,":’." e b 0w

Gl o ALl 2.
« dan hendakiah (pelaksanaar) gi:gkuman mereka disaksikan oleh
sekumpulan orang-orang yarg berimar.

Ishak, Tbon MunZir, golongan Zahiriyah

minimal empat orang,

Menurut Imam al-Hasan,
Syi’ah Zaidiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman jilid atau dera

kali tetap dilaksanakan terhadap pezina mufsan di samping hul

seratus

rajam.
Sedang menurut 1mam Malik, Syafi’l, Imam Abu Hanifah, dan satu

am Ahmad, hukuman
ngan jilid

riwayat dari [m untuk zina orufsan cukup dengan rajam
.+ dan tidak digabung de
hukuman rajam Yan
ykuman untuk pezina mupsan lebih berat daripada

g dikenakan bagi pelaku zina muhsin

i al- . Satu hal
" an untuk al-mulsan. yang menyebabkan beratnya
- dalah karena sifat al-ihsapnya.

JI din S, Figh Mazhad Syafi'i, Buku 2; Muamalat, Munakahai
5 Jpgu Mas'vd 2 2‘;33) him. 550.
Y him. 279.

Jinayat, (Bandung: Pustek® Setit, © 1 1.gur an -
963l:'remlrtcuwn Agama RL AL
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Adapun al-ihsan itu sendirt berarti yang secara bahasa artinya masuk
ke dalam benteng, Dalam al-Qur’an, af-ihsan ini diartikan dengan beberapa

arti, yaitu tazwij atau nikah, hurriyah atau merdeka,”iffah atau bersih, suci, dan

Islam.” Sedang yang dimaks
dihukum rajam adalah ungkapan tentang berkumpuinya beberapa sifat

ud sifat al-ihsan yang menjadi sebab seseorang
bisa
g sebagai sebab diterapkannya hukuman rajam, atau

yang oleh syara’ dipandan
apabila terdapat pada orang yang berzina maka

sekumpulan syarat-syarat yang

hukumannya adalah hukuman rajam.
Untuk terwujudnya sifat al-ifisan dalam diri orang yang melakukan

Jina. harus dipen uhi beberapa syarat. Syarat-syarat terscbut adalah sebagai

berikut:
a. Baligh

b. Berakal
Merdeka (bukan seoran
perse:ttlbl-lhan dal

dan berakal merupaka™
ikenakanny pukuman apabila ia melakukan suatu

g budak)
om naungan permikahan yang sah *

d. Adanya
syarat adanya kecakapan (ahliyah) bagi

ada hukuman fad rajam bagi anak kecil dan

Lod melakukan zina maka hukuman baginya adalah
guman Yang bersifat pelajaran sehingga dapat

hukuman (&7 Y%
tannya. Budak atau orang yang tidak

menjerakan mereka 244 ” :
dikenal pukuman fad rajam, karena syarat merdeka

merdeka jugd tidak dapot

hitib, ALIgnd oz 1L (Bandung: al- Ma’arift. 1), him. 222.

47
m.
“ h{{bl‘;hdsmmhl " d al-Syacbini al-



ihsin tidak ada pada mercks. Kalau dalam pemikahannya yang sah

dalam al-
tidak pernah melakukan persenggamaan dengan istrinya, maka terjadi a/-iisan,
pemnikahan itu terjadi khalwah (berdua-duaan dalam sendirian)
pada farji atau hubungan pada dubur (anus),

baik dalam
atau terjadi hubungan intim tidak
senggama syubph, nikab yang fasid, tidak menjadikan orang

yang bersenggama ini mubsan”

demikian pada

hukum rajam adalah hadis Nabi:

Sedangkandasarpenetapan
il g B B ol SV S R B Jardd 381905 (a8t gds
l”'.JhJ b Ao Al

rimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan
ina dengan gadis dijilid seratus kali dan

«Terimalah dariku! Te
orang yang telah kawin yang berzina

kepada mereka. Bujmm Jpure. Dam

diasingkan selama talmin.
didera seratus kalf dan dirajanm-
Zina adalah perb
sanksi yang amat perat, baik ift
yang dapat dipertangg“"giawabka“ secara
hukumart berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina
am dan pel
pinggal denganl disaksikan orang banyak), jika ia

_atan yang sangat tercela dan pelakunya dikenzkan

hukum dera maupun rajam, karena alasan

moral dan akal. Kenapa zina

diancam denga®
akunya dibukum dengan hukuman rajam

sangat dicela oleh Is!

ika ia €97 ol mrnidhsn maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya
_ jika i

put karena muisad seharusnya bisa lebih menjaga
cela ity, apalagi kalau masih dalam ikatan

ter
i untuk melakukat! perbusta”
arti menyakitt dan mencemarkan nama baik keluarganya,

JJ/- . 1imak; Pgrsepdkataﬂ Ulama Dalam Hulom Islam, terj. A
— siklopedi ¥ s 2003), him. 15.
Sahal M:hmss;dﬁaﬁbﬁfﬁg %iii, (Jakart®: Dustaka Firdaus. 2003)
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sementara gair al-mubsan (belum pernah menikah) schingga nafsu syahwatnya

lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Apabila zina tidak

diharamian niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan

perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti

mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk

menikah.,
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PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NO. 127/PID. B/2008/PN. BMS

TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Banyumas

1. Sejarah Berdin
yumas sudah berdiri sejak jaman penjajahan

Pengadilan Negeri Ban
g saat itw bernama Kantor Landraad dan pertama kali berkantor di

denan Banyumas, dan saat itu wilayah kecamatan

kabupaten.' Dalam perkembangannya pindah ke

Belanda yan
bekas gedung Karesi

masih menjadi

Banyumas
r PU yang terletak di J1. Pengadilan, Desa kedunguter,

gedung milik kanto

yang sekarang jadi tanah milik Pengadilan Negeri Banyumas,

Banyumas
pada jaman Jepang kanor
[ndonesia mencapai kemerde

ganti menjadi kantor Pengadilan Negeri.

Landraad masih menempati gedung di Ji.

kaan. Setelah Indonesia

Pengadilan hinge?
wor Landradd di

merdeka, kan
an Negeri Banyumas pindah ke gedung

cahun 1980 Pengad
gan pIP No. 65/ XIII/ 1980 tanggal 12 Maret 1980 dan

gi JI. Pramuka No. 9, Desa Sudagaran,

Selanjutnya pada

g dibangun den

baru yan,
tersebut terletak

. 1asi Pengadilan Negeri Banyumas, 2010.
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2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah kegiatan dari sekelompok orang yang

dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

r\‘k
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3. Kompetensi Pengadilan Negeri

a. Kompetensi Absolut
Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berkait

atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam
perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan
pengadilan, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas bagi perkawinan
bagi mercka yang beragama Islam sedangkan bagi mercka yang beragama

{am menjadi kekuasaan umum, dalam hal ini menjadi wewenang

dengan jenis perkara

selain Is
Pengadilan Nt:geri.3
Adapun kompetensi absolut di Pengadilan Negeri Banyumas

meliputi:
1) Perkara perdat?
a) Wan Prestast

2) Perkara pid2™

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hm. 56.

et



f) Pemerkosaan

g) Subversi

h) Penyalahgunaan obat-obatan terlarang

i) Pencemaran nama baik
j) Dan jain-lain

b. Kompetensi relatif
Kompetensi relatif adalah kekuasaan
jam perbedaaniyd dengan kekuasaan pengadilan

jenis dan satu tingkatan da
pis dan sama tingkataniya, misalnya antara Pengadilan

dengaf Pengadilan Negeri Banyumas sama-sama satu
pengadilan tingkat pertama. Jadi tiap-tiap
yuridiksi relatif tertentu, dalam hal ini

Pengadilan Negeri yang satu

yang sama je
Negeri Cilacap sama
jenis pengadilan gmum dan
Pengadilan Negeri mempuny?!

dya atau satu kabupate

iputi satu kotama
: mungkin lebih atau mungkin kurang. Sebagai

n, atau dalam keadaan tertentu

sranspoiasi sulit.*

: karend kondisi
meriksaad perkara pidana di pengadilan yaitu:

oleh Jaksa Penuntut Umum (JFU)
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6) Pembacaan tuntutan olch Jaksa Penuntut Umum (JPU)

7) Pledoi/ pembelaaan (terdakwa)

8) Replik

9) Duplik

10) Putusan

11) Amar Putusan’

B. Deskripsi Kasus
Untuk mempermudah penulisan dalam memfokuskan penelitian di pal
yang akan diteliti adatah tenfang pembuktian dan vonis pada kasus perzinaan No.

127fPid.B/2008/PN.BMS maka akan

dengan apa yang rercantum dalé™® putusait

Kasus perzinaan yang di
anda Cicl
Subur Nur S

perkamkan di Pengadilan Negeri Banyumas a dalah
i binti Ahmad (nama samaran) dan seorang

Jestart

okhib yang masih aktif dimana kronologis

antara seorang J
anggota TNI-AD
Ahmad (nama camaran) pada hari Senin,
0 WIB atau Setldak-ildaknya pada wal

di Asrama Ex 405 Desa Kejawar
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di Pengadilan Militer), sedang diketahuinya bahwa saksi

27 BW berlaku pada kawannya it

Sokhib (diajukan terpisah

Nur Sokhib itu beristri dan pasal
terdakwa yang statusnya adalah janda karena suaminya

meninggal dunia, telah menjalin hubungan asmara
INI-AD yang telah mempunyai istri yaitu saksi

bulan Februari

Pada mulanya
dengan saksi Nur Sokhib yang

Rusinah.

seorang anggota
2008 sampai dengan bulan April 2008 saksi

Kemudian sekitar
permalam ke rumah terdakwa dan kemudian

bur Nur Sokhib ngobrol-ngobrol terlebih dahulu

ul
Nur Sokhib dan terdakwa saling bercumbu,

mereka

kwa dan saksi S

saksi Subuws

bercium bibir, 1al® membuka

Sokkhib menjilat payudar? ferdakwa dan memegangi alat kelamin
. alat kelamin saksi Subur Nur

terdakw? Jugd

telah aldt Kkelaminl saksi Su

{ kelamin terdakwa (vagina) dengan posisi saksi Subur
a

awalnya terda

dan saling curhat, lalu
saling pakaiat sendiri-sendiri, selanjutnya saksi
1

terdakwa begitu ula

ji dan sekitar 5 menit saksi Subur

Nur Sokhib orgas™®

¢ Putusan Pengadilan
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hubungan badan dengan ‘pasangannya yaitu saksi Subur Nur Sokhib adalah

TNI-AD yang masih terikat perkawinan

am waktu bersamaan.”
2008 sekitar jam 22.00 WIB saksi Subur Nur Sokhib

anggota tidak boleh melangsungkan

perkawinan kedua dal

Pada tanggal 29 April
. qumah terdakwa, warga sebelumnya sudah

sering melihat saksi Subur Nur Sokhib bermalam di rumah terdakwa kemudian
. wijaya Kusuma melakukan penggerebegan di rumah

dan saksi Subur Nur Sokhib selanjutnya saksi
Sokhib) mengadukannya ke aparat yang

warga dan aparat Koremh
perbuatan terdaka

Rusinah (istri sah dan saksi Subur Nuf
ara hulmﬂ'l-8

terdakwa. Atas

berwajib untuk diproses 5¢¢

idana Zina

pakﬂﬂ masalah yang
Melalui pembuktlall di
Jat bukti yang ditentukan undang-undang “

an den gan alat-2
jkan

an. Sebalikny2.

Jkti YOO8 disebut dalam Pasal 1
jiatuhkan hukuman. Oleh karena itu,

dibuktikan denga? alat-alat bukt! i
o, Kepada™? akar . o
rsalall - 1o 18 menilai dan mempemeangkzm nilai
t
oar ™ kekuatan pembuktian atau

. Pembuktian Tindak !
memegang peranan dalam proses

tentukan nasib terdakwa.

pemeriksaan gidang

Apabila hasil pen:tl:'uktl
kalau kesalahan terdakwa dapat

84 KUHAP, terdakwa

dinyatakan “be
hakim harus hati-batl

cliti 3
pembuktian. MeD i o0 gise

Jat b
bewijs kracht dan setiap &

—_—

7 Ibid,
® Ibid.
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Dalam memeriksa suatu perkara pidana di muka pengadilan, maka tugas

hakim adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran, yaitu bahwa tindak

pidana yang dituduhkan terhadap
lakukan perbuatan tersebut.

terdakwa benar-benar terjadi dan ia dapat

dipersalahkan me

pembuktian jtu. Hukum pembuktian sendiri mengandung arti

hukum yang mengatur proses pembuktia? @
uktikan adanya tindak pidana
(satu) buah kaos singlet wama putih

Mengenai peraturan
depan sidang pengadilan berdasarkan

alat bukti menurut undzmg'uﬂd‘mg
Jaksa Penunfut

pntuk memb
: 1
Umum telah membaw? parang bukt berip?

Dalam kasus int

motif garis-garis
hitam dan 1 (satw) D
berupa saksi-saks! dimand

Kkoknya, saksi adalah istri sah

diantaranya:’ i
. gkan pad2 PO
«Rusinah binti RO mener®?

kepada atasan suarmi
hubungan asmarany? def

ternyata scjak awd
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pimpinan suami saksi, saksi juga menerangkan hubungan antara suami saksi
dengan terdakwa malah semakin menjadi-jadi, saksi sering melihat mereka pergi
Agpril 2008 sekitar pukul 22.00 WIB suami

bersama, kemudian pada tanggal 29
saksi ditangkap anggotd Intel Korem karena menginap di rumah terdakwa, saksi
meminta supaya dilakukan tindak pidana huku, dalam waktu dekat jtu saksi juga
mengajukan cerai ke pengadilan Agama, 3138 keterangan saksi terdakwa
mengatakan benar.”

i “Suharnoto bin Kamil yang memberikan
hari Selasa, tanggal 2% April 2008 sckira jam 2200 WIB
saksi mendapat perintah dari Danti™ Int

pahwa Sdr. Subur Nur Sokhib anggota TNI-
diduga melakukan perzinaan.

el Korem supaya mengadakan

penyelidikan
di ru[na.h tCl'dﬂkwa dan

AD Korem sedang meng®>P
rs&bllt scbenamya Stldah Jama didengar oleh

Saksi menerangkan bah

saksi yaitu sejak tahu? 2006 bab™?
terdakwa: kemudian saksi bersama

Sokhib anggota TNI-AD dengan ¥
tangi rumab tef
anggota Tim Intel Kore™ m
1an Ballyllmﬂs’ Kﬂbllpaten Banyunas dengan cara
Kecam3
o rumah terdakwa, falu setelah sekitar 10
ada apa, lalu setelah tim

kakan P
. cninta G masuk ke rumah terdakowa

i di kamar
 Subur Nwr Sokhib dibawa ke

gai sarurg
Sokhib adalah anggota TNI-

maupun celana tetapi
ui jika
meﬂg"'ﬂh statusnya adalah

kantor Korem, Saksi
. catu orang istri,
AD dan sudab mempi’
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janda sejak tahun 2004 karena suaminya anggota TNI-AD telah meninggal dunia
atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan

karena kecelakaan lalu-lintas,

berw.nlo
Jaksa Juga mengaj“kan sakst «Qubur Nur Sokhib bin Suhemi, saksi adalah
anggota TNI-AD bertugas di Korem 071/ Wijaya
993 dan behum bercerai, pada tabun 2005

bernama Rusinah yang menikah 2
gan asmara dengan terdakwa dan sering berhubungan
dengan terdakwa atas dasar suka

ubungan suaml-lstn
gan asmard tersebut dilakukan saksi karena

saksi mendekati terdakwa yang baru

Kusuma, mempunyai istri sah

menjalin hubun

badan/bersetubuh layaknya B

sama suka, Saksi menerangkal hubun

k harmonis lalu
menjanda karena suaminya (efah men" nggal ™
t ke
Saksi mene rangkan pubunga? asmara tersebut ke
pamun waktu itu saksi

aksi kemudian dilaporka® 855 saksl
dengaﬂ terdakwa, pada bulan Januari

berjanji menghentikan hubung?” asmas?

2008 saksi kembali menjali® hubong?

i oper2s! di Ambo? a tabun 2007
seorang pria anggota POLRI, schingga

—" "‘“"M

harmonis lagi sering bertengkar
Sokaraja, karena terjadi
dengan terdakwa dan

rumah tangga saksi tida
mudian diketahui oleh istri

merasa insaf dan

saksi mengetahui kalau

saksi pulang tugas
istrinya Rusinah tel

sejak itu hubungan 2% p
laly saksi pergi dari h 4ot km.; alin asmara

permasalahan te:n'sf:l!'"tl aks pombe” " berhubun badan/

pati) 95" selanjuﬂﬂ" seribg - seks

Januari sampai bulan April

saling curhat (curahia? a
sama 5
dengan terdakwd atas — jebih 20 kall.
2008 sudah berlang™">
127/ Pid

0 Borita Acara persidang®”
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sejak terdakwa menjalin hubungan asmara dan sering

: tersebut terdakwa mengetahui kalau saksi masih

berhubungan badan dengan saksi
mempunyai istri sah, bahwa hubungas badan tersebut dilakukan di rumah

terdakwa di asrama Ex 405 desa Kejawar,
p oleh anggota Intel Korem karena menginap

sekira jam 22.00 WIB sakst ditangks
jtu saksi tidak sedang berhubungan

Saksi menerangkan

pada hari Selasa, tanggal 29 April 2008

di rumah terdakwa, tetapi pada saat

. Dinas Aktif TNI-AD, setelah selesai menjalani
dan M
ana

- il

pidana tersebut saksi berenc

oy Atask .
akan menikahi terdzkW2 vzyi Utomo bin Darsono yang memberikan

: ukan saks
Jaksa juga mengaJ g 29 Agil 2008 sckira jam 22.00 WIB
lasa,

n Se
keterangan, bahw? pada ha Dt Intel Korem supaya mengadakan

saksi mendapat perin Sokhib anggota TNI-AD

penyelidikan tentans du.

Korem sedang menginap s didengas oleh saksi yaitu sejak

ubur Nur Sokbib dengan

kv 6 A gan 647 cara P pukakan pintu sambil
den paru TE0Y

Kabupaten BarS™ ™" 1 s

terdakwa, lalu setelah 59

J

W rbid
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bertanya ada apa, lalu setelah tim menjelaskan maksud kedatangannya lalu tim

minta ijin masuk ke rumah terdakwa untuk mencari keberadean Sdr. Nur Sokhib,
ditemukan sedang bersembunyi di kamar

dan temyata Sdr. Subur Nur Sokhib
memakai baju maupun celana hanya pakai sarung, lalu

kantor Korent, saksi menerangkan bahwa saksi
odalah anggota TNI-AD dan sudah

terdakwa dengan tidak

Sdr. Subur Nur Sokhib dibawa k¢
dr. Subur Nur Sokhib
stri, sedangkas (€
 suaminya anggota TNI-AD telah menin
keterangalt sakst,
; “Asis Purwoko

mengetahui jika S
rdakwa statusnya adalah janda sejak

mempunyai satu orang i
ggal dunia karena

112

tahun 2004 karen
terdakwa mengatakan benar.

kecelakaan lalu-lintas. Ata5
bin Darmanto memberikan

ga mcngajukan saks
sekira jam 22.00 WIB

Jaksa ju
tangga' 29 April 2008

orem supaya mengadakan penyelidikan

dan didug? melakukan perzinaan, dugaan tersebut

071 sedang di rumah "

sebenamya sudah 1am® 4%

hubungan asmar2 anta

an saksi ¢
] EX
ASraIﬂa card wﬂan]a-talna ketua RT mengetok

rdakwa baru membukakan

terdakwa, kemudi

as
upaten Banyv™? tar 10 menit t€

pintu rumah terdak¥? a o
pintu sambil pertany? sk ke rumah terdakwa untuk mencari
. intd ijlﬂ

v/’

2 r1bid
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ta Sdr. Subur Nur Sokhib ditermukan

keberadaan Sdr. Nur Sokhib, dan ternyd
di kamar terdakwa dengan tidak memakai baju maupun

sedang bersembunyi

celana hanya memakai sarung,
saksi mengetahui jika Sdr.

lalu Sdr. Subur Nwr Sokhib dibawa ke kantor
Subur Nur Sokhib adalsh anggota TNI-

Korem, bahwa
AD dan sudah mempunyai sat orang istri, sedat sedangkan terdakwa statusnya adalah
yaminya anggotd TNI-AD telsh m

janda sejak tahun 2004 karena 5
karena kecelakaan lalu-lintas: A%
benar !*

gan serdakwa Cicl Lestari binti Ahmad (nama

Telah didengar Jug? keterall y
tahun 2005 pemah meny in asmara dengan

samaran) pada pokokny? pahwa pad?
TNI-AD yang

Sdr. Subur Nur SokbiD: anggot? ‘
jut sampal terdakwa dan Sdr.

bertugas di Korem 07 1 Wijaya

Sokhib berjanji 2ka? ™
bernama Rusinal, bahw?

dengad terdakwa lagi lalu persoalan

saksi Sdr. Subur NUf 50
008 Sdr. Subur Nur Sokhib

Sokhib berjanji H% 4 bulan
dianggap selesai, ke mudiaﬂ pe kan Kalau hubungal de

g‘ mengﬂ ia anggota Polri
mendatangi terdakw? erse elin gkub Jengan Seoratte pn ,
jstriny?

denganl
jerdakwd

ljahn ]agl

ngan istrinya sudah

tidak harmomnis karen? Sdr. Subur Nur Sokhib
latu hubungan

\_—/’//

B rbid
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ulan April 2008 terscbut terdakwa sering

dan antara bulan Januari sampai b

bersetubuh dengan Sdr. Subur Nur Sokbib sebanyak kurang lebib 20 kali atas

dasar suka sama suka."

Bahwa atas barang pukti dan keterangan saksi-saksi di atas akan
dipertimbangkan apakah tersebut memenuhi seluruh unsur
dari dakwaan Penuntut Umur,
(1) ke-2 huruf (b) KUHP, Y215 unsur-
tidak kawin.
perbuatat zina.

a bﬂhwa lakf.- la_ki ittl SUda-h bcristri dan

yaitu Pasal 284 ayat

unsurnya:

- Unsur seorang wanita

- Unsur turut serta melakukan
Pasal 27 BW berlaku

- Unsur diketahuiny
kawin dalam perkara ini berdasarkan

adiri bahwa terdakwa Cici
ejak tahun 2004

jakaaD
na ket® atas maka unsur scorang

meninggal dunia kar¢

mnfaktﬂda"pemm

pangal gersebut df

epurut Majelis hakim maka unsur furut

m -
tan 2 pasal 27 BW perlaku baginya, berdasarkan
j ity sudab ber! dengat keterangan para sakst diperoleh
sakst gpbur Nuf Sokhib adalah
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seorang laki-laki yang pada waktu persetubuhan dengas terdakwa adalah masih

oan saksi Rusinah dan saksi Sub

mempunyai satu orang istri. Sehingga dengaf demikian

berstatus menikah den
unsur ini juga telah

terpenubhi.
84 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP

uotut Unoum telah terpenubi dan terbukti oleh

sebagaimana dakwaan Jaksa Pen
gan ini tidak ditemukan hal-hal yang

terbukti secara

kepada terdakwa harus gijatuhi pidane Y°"

D. Pertimbangan Haki®
1. Pertimbangat Yuridis Jidakwa olch Jaksa Penuntut Umum dalam

| 24 ayat (D) ke huruf (b) KUHP yang

a Unsur barané siapd- 0" galam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b)
c st

ur O yang tidak bersuarmi.

pa dalam hal in adalah

UHP enunjuk ¥ sia
K m ks P dengad barang
. cubjek pukum dalam asti orang/manusia
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didakwa sebagii pelaku tindak pidana yang ~mampu

mempertanggtmgjawabkan secara pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan
gan unsur barang siapa dalam perkara ini memmijuk pada diri
terdakwa yaiti: Cici Lestar Binti Abhmad (nam3 samaran) yang identitas

terurai dan telah dibenarkan oleh terdakwa

yang

di persidan

selengkapnya scbagalmﬂﬂa
pada awal pembacaan susat dakwaall
n berdasarkan keterangan saksi dan

i fakta persidang?
keterangan terdakW? sendiri menerangkai
perempuan yang tidak bersuami telah

kejadian dan saat il statusny?

Kemudian sesua
pahwa benar terdakwa saat

yang terungkaP dalam persidangan dasi

dari
Bahe ; Subur Nur Sokhib, saksi Subarnoto, saksi

gubur (anggota TNI aktif) sejak tahun 2005,

mara dengan Subur Nur Sokhib yang
akan berhubungan lagi:
g Sdr. Subur mendekati

' Ibid.
7 1bid.
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antara bulan januari 2008 s/d 29 April 2008 terdakwa

Bahwa benar

(bersetubuh) dengan sdr. Subur Nur Sokhib,

telah berhubungan badan
dan selalu dilakukan di rumah

cumbu rayu dan setelah bersetubuh terdakwa merasa

puas dan nikmat,
ga terdakwa mengetabui sdr. Subur sudah

perst gan Sdr. Subur dengatt terdakwa diketabui saksi

Bahwa akhimy? perzinaat
? yang selanjutnyd mengadukan perbuatan

pada pokoknya menyatakan: “bahwa

dengan seorang perempuan dalam



'S Ibid
9 rbid,

but menerapkan “asas monogomi “ yaitu

Pasal 27 BW terse
Jaki beristri lebih dari satu dalam waktu

melarang seorang laki

uga sebaliknya.

inan yang berlaku di Indomesia juga

Undang-undang Perkawl

bersamaan begitu §
: 27 BW, meskipun tidak
; sebagaimand pasal

asas monogam!-

o scorang laki-laki boleh

8
ieh istri terdahutu.’
erdakwa serta adanya barang bukti di

memiliki istri lebih dari
Yai
secara mutlak.
apabila diijinkan ©
t
. ) eterangan Peré

seorang

i leh
terdakwa seban an sdr Subur dan terdakwa diadukan ole
mudias pel’b“a ..o sdr. Subur Nur Sokhib
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dengan hukuman yang setimpal dengan

terdakwa haruslah diganjar

perbuatannya.”
2. Pertimbangan sosiologis
Menimbang pahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu
t memberatkan dan meringankan
mempertimbangkad hal-hal yang dapa
perbuatan terdakwa;
Hal- hal yang memberatkat - -
Perbuatan teT berte ptangan dengan dengan norma agama, kesusi aan dan
erbua dakwa
. t.
dipandang tidak pantas di masyar2k®
Hal- hal yang meringa0®™ tannya dan merasa bersalah serta
en gaktll terus terang pefblla
a. Terdakwa m
cbuatanny?
menyesali P© Ll jan s dan piempunyai tanggungan anak
b. Terdakwa statusny? - h membutuhkan kasih sayang serta
berumur 4 tahun pertumb — ya2!
membutuhka? piays 424
E. Vopis Hakim atwa € cdakwa tidak didampingi oleh Penasihat
isl pu’ﬂ-‘san terte™ hanan. Pengadilan Negeri
Hukum dan terhadaP tef
Banyumas telah
® 1bid.




oo o T T -
T e T e e T e B & it

62

1. Membaca surat-smat dalam berkas perkan.
2. Mendengarkan keterangan para gaksi dan keterangan terdakwa di persidangan.
3. Memperhatikan barang pukti yang dijukan ke persidangan.”

Telah pula menden
ya Majelis Hakim yang

Penuntut Umum Yang pada pokonya menuntut SUp&

ini memutuskan:
Cici Lestari pinti Ahmad (nama samaran),

mengadili perkara -

1. Menyatakan terdak™?

yai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut
€S

melakukan perbuataf

vmum (erdakwa degat pidana penjara selama

- ' terhadaP
2. Menjatuhkan pidand baanselma | (sa tabun
) bulan dengat . buah k305 cinglet wama
rang buk®! berp? L fana pendek wama
3. Menyataken b2 gan birs iy mud, { (satu) buah c€ pe
garis-gariswamﬂbinlt“a aroa e, gikembaliken kepada

putith motif

6 (enam )

hitam dan 1 (&% b
pesar Rp- 2.000,00 (dua ribu

terdakwa. cepads rerdakwd se

: r
4. Membebankan Pi#Y* &

- 23
rupiah). jand
Bahwa at#° wne®? 7 ukan permohona” jisan yang peda

ufl
pembeilaan nam At35 pe

mohon keringana?

Umnum menyataka® tetap

v/'/

2 bid.
B rpid.
® 1bid.
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Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhikan vonis sesuai Pasal 284 ayat (1)

ke-
2 huruf (b) KUHP Jo Pasal 14 puruf (a) ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981

b { .
entang KUHAP, serta kententua Jain yang bersangkutan dengan perkara ini.2*
Yang isinya sebagai berikut:

g memerniksa dan mengadili perkara

Negeri Banyumas Yai
dengan acard pemeriksaan biasa telah menjatubkan

perkara terdakwa-
; Lestarl Binti Ahmad (nama samaran)

Pengadilan
pidana pada tingkat pertama
putusan sebagai berikut, dalam

Nama

Tempat Lahir
i 1973

Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahut/ 20 Juli 1

Jenis Kelamin : perempuant
Kebangsaaf!
. Asrama Ex 40

Tempa: Tingeal
Kec- Banywwas

: indonesia
5 Desa Kejawar Rt 06/01

Agama :
n[EMvTU SKAN
Ahmad (nama samaran)

. Bintl
melakukaﬂ ﬁlldak pldana :

terbukti 564" sah dan ™
b Zind, gesuai dakwaan tun
tersebut di atas dengan pidana

turut mel
gan masa percobaan selama 1

 Ibid



- 1 (satu) buah kaos singlet
ira muda, I (satw) buah

celana pendek wama pitam dan 1 (satv) buah celana dalam wama

. embalikan kepada terdakwa.

perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua

ribu rupiah)_
dasarkan musyawarah Majelis Halim

Demikian diputuskan er:

Negeri Banyumas pada bari Sclasa, tanggal 04 November 2008
Jahi, S.H. sebagal Ketua Majelis,
asing sebagai T Hakim Anggota, Putusan
mana dijucapkan 422 sidang Y2né rerbuka untuk umU pada hai itu juga
g tersebtt dengan didampingi ofeh hakim-hakim anggota

Pengadilan
R. Ari Muladi, S H, dan

oleh: Railam Sil2

oleh Ketua sidan
gan Jibanty oleh parminah sebagai Panitera Pengganti,

tersebut di atas den

ndam 338 upaya menimbulkan penderitaan

ata upay?
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Subur Nur Sokhib yang tefus mendekati terdakwa dan

dimanfaatkan oleh saksi

merayu sambil menjanjikan

bahwa npanti saksi Subur Nur Sokhib akan

rsebut mengakibatkan terdakwa terlena

menikahi terdakwa. Bahwa kondisi t€

dan hanyut oleh rayuan saksi Subur Nu Sokhib sehingga ia bersedia
. 27

bersetubuh dengan saksi Subur Nur Sokhib.

atas maka timbul kekbawatiran dari

alasan tersebut di

Majelis Hakim, jika rerhadap terdak™@ diharus
naka dspat menimbulkan

arakatan P
ini terhadap terdakwa telah

tan menjalani pidana di dalam
penderitaan yang

Lembaga Pemasy
lama

7 Ibid,
28 rbid.
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PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
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PENGADILAN NEGERI BA
TENTANG TINDAK PIDANA ZINA

gadilan Negeri Banyumas No. 127/Pid.B/

A P .
embuktian Terbadap Putusa® Pen

aug dari Huokunt Jslam
uatu perkard pidana d

ykan kebenara, yaity
nar tegadi dan ia dapat dipersalabkan

i muka pengadilan, tugas hakim
bahwa tindzk pidana yang

2008/PN.BMS Ditinj

Dalam memeriksa S

a .
dalah untuk mencari dan menem

dituduhkan terhadap terdak™? benar-be

melakukan perbuatan itu.
gi hakim untuk 72

Suatu hal yang

adalah mengenai pembuk®

mengenai keadaan-ke?®
o ntuk takan
makin sulit bagi bak'™ mer

lampau itu,
b uktlan menuﬂ-'t

Suatu pem

melalyj ukuran Yané Jay
ara PO .
jand dalam sidang pengadilan
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3. Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi.
salah dalam peristiwa jtu.?

4. Siapakah orangnya yang telah ber
punyai dan menetapkan kebenaran-

pembuktiaﬂ adalah ment
perkﬂl'a jtu, bukan sem
praktek kebenaran yang
cermat dengan mengarahkan segala

benaran yang mungkin dapat

Tujuan dari
ata-mata sekedar mencari

kebenaran yang ada dalam
g Walaupun dalam murni tidak pernah

penelilian yang

mendapat sustu ke

kesalahan seseoran
akan tercapai tetapi dengan

upaya bukti yang sah akan

Peranan pembuktiaﬂ

berikut:

1. Berkaitan dengan k" yd
g dept

2. Berkaitan denga? kenyataan

3. Diselenggaraka® mel

yang berwenats mert

2 o Prosé
R Soesilo, 77" 109 10: pokok 1as

Mogor poiiteia, 1982 M7 o, P
S Bambang PO
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pembuktian yang dipakai {STCRTLAE di dalam Pasal 183
pahwa hakim tidak boleh menj
kurangnya dua alat bukti yang

Adapun asas acara
atuhkan hukuman

KUHAP yang menentukan,
ila dengan sekurang-

suatu tindak pidana benar-benar terj

kemdﬂ seseorang, kecuah a pab
sah ia peroleh keyakinan bahwa
bersalah melakukanny?

terdakwalah yang
perarti bahwd syarat mutlak untuk menjatubkan pidana

Menurut asas il
ajat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim.
. 1an atau scbaliknya, hakim tidzk

adalah minimum dud
tanpa My

Walaupun dua alat pukti cukup:

ketahui betapa penting™?
P fakta atau Sust kejadian jtu terbukti, jika oleh

h dipcroleh k
gatan i Ha

oleh penuntut

Dalam pembukﬁaﬂ
Jaksa Penuntut ymum me .
o meo= > o

pira tU8 Jan TV
' warna ket serta mengajukan

alat bukti berup®
4

sumpah di antaram¥?’
/pid- B/2

jan Nege” par”

4 putusan pengadi
e ——



1. Rusinah binti Rosyid

2. Suhamoto bin Kamil

3
Subur Nur Sokhib bin Suhemi

4. Tri Utomo bin Darsono

5 i
. Asis Purwoko bin Darmanto
gan ap@ yang dipertanyakan oleh hakim

gkan sesuai den
Di padﬂ intinya saksi-saksi tersebut pada waktu
: idak m engenakan pakaian. Sehingga, dengan

Mereka mencran

dan Jaksa Penuntut Umum

kejadian melihat terdak¥? sedan

kesaksian para saksi-saksk di atas, P°

perzinaan.

asmara dengan Sd- subur NV »
- gusum® Sokara)d b
ing perhubungan badan

bertugas di Kore™ oT/W

berlanjut
layaknya suami-istT! atss

Dengan meh us &5 2% ylama telal 5¢

jslam-

belum . dengan P
sesoai denE” © ctika? yocusli 75
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“ wanita yarg ’”e”geﬂmais‘e;kanm). kemudian apabila

Dan (terhadap) pa; a antara kamt (yang mery \ah mereka (wanita-wanita itu)

empat orang sakst al aksian, . g cau sampai Allah memberi jalan

mereka telah member! P;’:a menemut afalnya,

dalam rumah sampai me _

Iﬂiﬂ kepadmya. 'Jp . ’ dl . da].ﬂm pcl.'kﬂm di atas masih ada

uktian sakst Y27 y
rsaksiah dalam J

e £, S
g 2t 2a ol ol adis
Ur.‘:tgl"‘"' ihodll T3k 313

Namun, pemb

yang ganjil karena untuk P¢

. ki Men aha tidak menerima
Syarat seorang laki-lakl- Jumbhur fud

Jarimah zina disyaratkan
jasanny?
persaksian perempuad:

saksi dalam zina it 43¢ ang pETTP |ainksn sekurang-
. (1) me
laki ngimbang' dua u empat orant, 6
. pan ™ . - dari ti o
rugianmya P ang, kare™ erdit 427 _ pgmmad, saksi 48l jarimah
kurangnya harus 1im? © o AT dan
. men
Akan tetapi, ™
. : jaki- .
zina boleh tiga 08”8 , soor® o a1 dan dua
. tu
membolchkan PerEE i saks ! o, atal
Dengan demikian makd . gan €

Perempuan, atat dvd
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enam perempuan, atau boleh juga delapa orang perempuan tanpa laki-laki sama
sekali.’

daiam hal

am dan Undang-undang Indonesia
perbedaan. Undang-undang Indonesia
ukup untuk membuktikan suatu

Sehingga, antara hukum Isi
persaksian dalam pembuktia® mempunya!
menyebutkan bahwa dua 0rané saksi sudah ©

findak pidana. Dalam hukum 2™
., (keraguan). K

masih mengandung UnSY syvbhal (keragua®
na hanya 98P
tersebut
lestis nullus 1estis), maka perkaré

menyelesaikan perkard z

diputus tefah terbukti-

atau sanksi. _
) [ndonesi? mayor
Walaupun masyarak?
Indonesia tidak menga"
undang-undang sendir
Kitab Undang-unda”®

Pidana.
ilan Negel‘i
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kehidupan manusia di dunia dan bahkan sampai di akhirat, termasuk dalam aspek

ekonomi, tatanan sosial, budaya, politik dan hukum.
Bahwa turut melakukan tindak pidana yang telah meresahkan masyarakat

atau warga yang berada di lingkungan sekitarnya serta melanggar nilai-nilai
kesopanan atau kesusilaan. Maksud pokok dari penjatuhan sanksi hukuman yang
berkeadilan dalam pandangan konsep hukum pidana Islam adalah untuk
memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari

hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rakhmatan lil alamiin serta untuk

memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.®
Penjatuhan sanksi hukuman yang adil itu juga harus mempunyai dasar

ketentuan dan aturan hukum, baik yang bersumber dari al-Qur’an, Hadits, atau
Lembaga Legislatif yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan dan

memberikan atau menjatuhkan sanksi hukuman yang adil seperti pada perkara ini

yaitu tentang kasus perzinaan.

Perkara perzinaan pada kasus ini yaitu terdakwa yang bernama Cici

Lestari binti Ahmad (nama samaran) kedudukannya adalah scorang janda yang

284 ayat (1) ke-2 huruf (b) adalah s
mana disebutkan bahwa scorang wanita tidak

menurut Pasal cbagai orang yang turut serta
melakukan perbuatan zina sebagal
alukan perbuatan itu padahal dike
asal 27 BW berlaku baginya. Bahwa

tahui olehnya, bahwa

nikah yang turut serta mel
ah telah nikah dan P

yang turut persal
ulang kali.

perbuatan zina 1tu dilakukan berulang-

ahatan dalam Jslam, (Jakarta:

i K
8 A Dijazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi
RajaGrafindo Persada, 1997), him. 25.



Tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan suatu perbuatan

tindak pidana yang telah menyalahi ketentuan dan aturan hukum atau perundang-
undangan yang sudah diberiakukan di negara Indonesia. Dan juga merupakan
perbuatan tindak pidana yang dalam konsep hukum

dan aturan yang termuat di dalam hukum Islam atau syari’at
Islam tersebut, yang telah menjelaskan bahwa perbuatan turut melakukan

perbuatan Zzina diharamkan oleh ketentuan dan aturan hukum yang telah

pidana Islam itu mewakili

segala ketentuan

mengaturnya. Karena perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang telah

dilarang dan diharamkan dalam ajaran agama Islam atau syari’at Islam.

Perkara kasus perzinaan dalam konsep hukum pidana Islam adalah suatu
perbuatan tindak pidana yang telah menyalahi fitrah manusia itu sendiri, karena
pada intinya bahwa kasus perzinaan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang

telah dilakukan oleh seseorang dengan cara memperlihatkan anggota badan

} yang scharusnya tertutup, baik itu dilakukan secara langsung dan terang-

(aurat
alui media-media perantara (tulisan, gambar, film) seperti:

terangan atau mel
majalah, tabloid, VCD, fi
g isinya mengumbar sckaligus m
ulnya nafsu birahi serta dampak keburukan

tm-film atau acara TV, situs-situs di intemet, bacaan-

enjual aurat, yang pada

akhirmya dapat menyebabkan timb
atau kejelekan yang fcbih besar pada
dan kehormatan, kacauny? stabilitas keamanan m
kehidupan umat manusia (tindak pidana yang berindikasi
ysuspya warga yang hidup dan bertempat
Maka hendaklah setiap manusia

rusaknya nilai-nilai moralitas atau
asyarakat dan juga

kesopanan
pada rusakny? tatanan
pada terjadinyd kasus hirabah), kb
dengan terdakwa.

tinggal di linghung™ dekal
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atau seseorang itu dapat menjaga farjinya (kemaluannya), agar manusia atau

seseorang tersebut tidak terjerumus pada terjadinya perbuatan haram dan

terlarang yaitu zina.”
atubhan sanksi hukuman/vonis yang berupa pidana penjara selama 6

Penj
1 (satu) tahun terhadap terdakwa Cici

(enam) bulan dengan masa percobaan
Lestari binti Ahmad (nama samaran) oleh putusan hakim Pengadilan Negeri

Banyumas itu menurut pandangan penulis sudah sesuai dengan hukam Islam yang

menjunjung tinggi rasa keadilan dalam
ini dikarenakan pembuktian tindak pidana zina yang dilakukan Cici Lestari binti

penjatuhan sanksi hukuman tersebut. Hal

Ahmad (nama samaran) mengandung syubhat, yaitu saksi-saksi yang dihadapkan
Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam hukum Islam tidak sah dijadikan

sebagai saksi karena saksi perzinaan harus empat orang saksi yang melihat

Jangsung tindak pidana zina.
Dalam hal ini jarimah hudiid bisa berpindah menjadi jarimah ta’zIr; bila
ada syubhah seperti kasus Cici Lestari (nama samaran), baik syubbah fi al-fi’li

maupun syublal fi al mahal.

uga bila jarimah Audid itu
kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh

Demikian J tidak memenuhi syarat. Bentuk lain
arimah 18771k, adalah kejahatarn-
uai atau tidak bertentangan
g bertujuan memberi pelaj

a menghalangi i terhukum

dari j
dengan nilai, prinsip-prinsip dan

Ulul Amri tetapi scs
ah, 1’7 beratt hukuman yan
dengan {4 Zir, pkuman tersebut sebenarmy

gan kata lain membuat jera.

tidak kembali kepada jarimah atay den

aran. Disebut

untuk

ciles. Wordpress-Com’ 2010/ as/ Tinjauan Yuridis 6125 Delik Persinaet
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Hukuman fa’zir, boleh dan harus ditcrapkan sesuai dengan tunt

kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah:

Ta’zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kema::a‘:a:la:ze s ﬁjﬁ"

Para ulama membagi jarimah 72z, menjadi dua bagian yaitu: (1) jarimah
yang berkaitan dengan hak Allah dan (2) ts’zi; yang berkaitan dengan hak
perorangan. Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan Cici Lestari (nama
samaran) termasuk jarimah yang berkaitan dengan hak Allah.

ta’zir, yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada
gugatan ada kemungkinan bagi Ulul Amri untuk memberi pemaafan bila hal itu
membawa kemaslahatan Jadi, dalam kasus f#’zfr; yang berkaitan dengan hak

Allah ada kemungkinan Ulul Amri mendeponir perkara bila cara itu dipandang

membawa kemaslahatan.
Ketika tindak pidana tazir; yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung,

semua orang wajib mencegahnya. Dalam hal ini merupakan penerapan nahi al-

setelah terjadinya kejahatan, maka hak menjatuhkan hukuman

munkar. Adapun
10 Kasus tindak pidana zina di Pengadilan

berada ditangan Ulul Amri (Hakim).
menjatuhkan vonis kepada terdakwa Cici Lestari (nama

Negeri Bapyumas dalam
hat kondisi dan situasi pelaku.

Hakim sudabh tepat yaitu dengan meli
zina No.127/Pid. B/2008/PN.BMS merupakan salah

¢ untuk dijatuhi bukuman hadd

samaran)
Kasus tindak pidana

satu kasus perzinaan yang tidak memenuhi syard
atau terdapat syubﬁib terhadap pelakunya, perbuatannya, atau tempa

tnya. Lebih

m. 103-105.

10 A Djazuli, Fikih Jindyth -« hl
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tepatnya yakni pada sistem pembuktiannya dimana saksi tidak memenuhi

persyaratan. Dalam hal itu juga diperkuat dengan penjelasan kaidah figh yang

berbunyi:
Jt )
“Segala kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan »11
Yang dimaksud dengan kemudharatan adalah kesulitan yang sangat
menemtukan eksistensi manusia atau seseorang, karvena jika tidak diselesaikan

akan mengancam jiwa, agama, nasab serta kehormatan seseorang atau umat
m::musia.12
Dengan demikian harus ada penjatuhan sanksi hukuman yang tegas dan

berkeadilan bagi para pelaku tindak pidana atau kasus perzinaan itu sendiri, hal
itu untuk menjaga kemaslahatan hidup masyarakat banyak (mashlahoh

mursalah). Svatu sanks hukuman yang tegas dan berkeadilan itu bukan berarti

bentuk diskriminasi namun merupakan bentuk agar
sa terjaga. Diharapkan kasus perzinaan yang semakin

suatu jiwa, agama, nasab serta
kehormatan manusia bi

banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat

dapat berkurang.

2006), him. 9.



BABY
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi mulai dari bab satu sampai empat dapat diambil
| i
kesimpulan sebagai berikut:
1. Konsep zina dalam KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seoran

- g
jelaki atau seorang perempuan yang telah kawin dengan scorang perem

e P puan
atau seorang laki-laki yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan atas
a

dasar
suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak Sedangkan

hukum

Islam membedakan perbuatan zina menjadi dua yaitu zina mufsén
(sudaly/pernah menikah) dan gair al- mulsan (belum menikah) )
Pembuktian tindak pidana zina dalam hukum Islam adalah adanya empat orang

saksi laki-laki yang melihat langsung tindak pidana zina. Sedangkan
UHAP adalah suatu keterangan dengan lisan di muka

persaksian menurut K
i-hal mengenai kejadian terteniu yang

hakim dengan sumpah tentang ha
dialami sendiri. Dua orang saksi sudah bisa untuk

didengar, dilihat, dan

uktikan tindak pidana zina. Dalam
g saksi yang dihadapkan Penuntut Umum ke

udah memenuhi kriteria. Sedangkan
but sebagai sakst

memb kasus perzinaan No. 127/Pid.B/

2008/PN.BMS jima oran
menurut hukum positif s
a saksi terscbut tidak sah dise
pat kejadian tindak pidana zina

persidangan
hukum Islam kelim

dalam
saksi tersebut tidak meli

karena kelima 0rang

secara [angsung-

77
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3. Sanksi ﬁndakpi(hmzimdaMKUHPdanhukumIslamsangﬂahberbah
Dalam KUHP sanksi untuk pelaku zina adalah pidana penjara maksimal 9
(sembilan) bulan, sedangkan dalam hukum Islam untuk pelaku zina gair al-
muksan jilid 100 kali dan pengasingan. Sedangkan untuk zina muhsan jilid 100
kali dap rajam. Terkait kasus tindak pidana zina antara Cici Lestari binti
Abmad (pama samaran) dan Subur Nur Sokhib, hakim menjatuhkan vonis
terhadap terdakwa Cici Lestari binti Ahmad (nama samaran) pidana penjara 6
(enam bulan) dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. Dengan mendasarkan
pada tujuan pemidanaan yang memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana
zina vonis yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan tersebut ada beberapa sumbang saran yang penulis ajukan
sesuai dengan hasil penelitian ini yaitu:

psi ini harus diakui bahwa penelitian tentang
tergali, oleh karena itu, sudah

yang dapat dijadikan acuan

1. Berkaitan dengan pembahasan skri
ukum Audid masih belum banyak
penelitian—penelitian lanjutan untuk
dalam pembinaan hukum, sehingga dapat

masalah h
barang tentu dibutuhkan

dikembangkan dan disumbangkan
ya oleh masyarakat.

kemudian bisa

dirasakan manfaatn

g kaku. Penafsiran secara luas

ebagai suatd ketetapan yan
kembali melahirkan hukum Islam

dipandang S
gi seluruh umat manusia.
purwokerto,  April 2011
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¢ dengan cara perama qaia ketua RT mengetok pi
o I cetok pintu rumal
[ 1 terdakwa, |
, lalu

Banyuma
ambil hertanya ada apa, lalu
e

wa baru membukakan pintu §

r 10 menit terdak

setelah sckita
lalu im minta {in masuk ke rumah
C

an maksud Ledatangannya

setelah im menjelask
agn Sdt. Subur Nur Sokhilb . dan ternyata sdr. Subur N
- : r Nur

erdakwa untuk mencari Leberad
sedang bersembuny di kamar terdakwa denaan tidak memakai b
i = ai baju

Sokhit ditemukan
r. Subur Nur Sokhib dibawa ke kantor Korem

 sarung. lalt sd

na hanya paka
Gubur Nur Sokhib

maupun cela
adalah anggota TNT AD dan sudah

Bahwa saksi mengetahui jika sdr.
steri, sedangkar erdakwa statusnya adalal janda sejak tahun 2004

(u orang
ecelakaan lalu- lintas.

ninya anggotd NI AD teiah menit

mem]:mﬂ}'ili sa
wagal dunia karena K

karena SUd!
U RWOKO*

aya Kusuma.

_ASIS p
[ Korem Wij
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Bah a p < iy y. i

. perintah dari Dantim 1
=N\ ntel K
\bahwa sd orem supaya mengadakan penyelidikan t
wa sdr. Subur Nur Sokhi i an tentang ada
; okhib « , nya dugaan
> terdakwa dan di nggota TNI-AD Korem 071 sedan i
_ va dan diduga melakukan perzinahan § menginap dirumak

Bah l
g A ”

_terdagwa.
Bahwa k i
emudian saksi
si bersama der
terdak dengan anggota Tim Intel Kor
erdakwa di As -em mend :
rama Ex Bats atangi ru
H "I,[\'On BTALS . i n]a]']
Banyu yon 305 Desa kejawar, kecamatan B
mas dengan ¢ ¢ anvumas, k
ara pertama- tan yumas, kabupaten
a- tama ketua RT mengetok pi
setelah sekita ' o intu rumah
ar 10 menit te ah terdakw
rdak\\'ﬂ, ba:- a, Ia]u
ru membukakan pi
akan pmntu sambi
: sambil berany
setelah tim menj anya ada a
nenjelaskan mak apa, falu
) maksud kedatangannya lalu tim minta iji
’ nta ijin masuk k
; : e rumah

d mencarl I\ebcradaan Sdr. Subur Nur Sokhil { ¢
, Gan ternyata sdr. S
L dte . Subur Nur

Sokhib ditemuk
mukan se 'S¢ idi
sedang bersembunyi di kamar terdakwa dengan tid
engan tidak berpakai
an tetapi

. (l. 0 wadl o I . I H Ll l\;[[“[]] I'\[]re]'
H i I 1811 ‘\L] ;“hl” \ B q["‘]'hl"‘ d]b"l“" {4
1.

hanya pakai sarung tanpa pakai celan

.; ._‘I,..l:.. \\-\- QO]\-% ]"I - !r‘ aprinty I ’1 1
- CEVT N LD AU R ! ! L [ il
1 FLANTN } IR c..'t‘_-_(‘lc \[ '\LD d

. DBahwa 5aks] mengstahui Jika Ehid

1L 1 1 ol aloanm 107 -
1g isterl. SeGngRat lerdakna statwsiva adalah janda sejak
- alah janda sejak tahun 2004

SIS
L R Rt M

mempunyai satu ordl

R

karena suaminya angacta N1 AD telain meningaal dunia karena kecel L
a a karena keeelahaan lalu- i
- lintas.
ksi tersebut di :
i torsebant diatas terdakwa menvatakan tidak
- £.

e o

Menimbang. hahwa atas keteranzM k- 22

e -
Thgwn

h-'[cniﬂ‘![)anu_ 1')"]]1\%.‘;1 tclah i c¢ngs r ke ._.|-«1|‘|n'[‘.| 1w -i.]',\.. -U - - ‘
d("l a I\\lt. W=kl Tld H| I [[ }\I]\;AN*'\ hi.nt] 1‘ )]

~

pokokny?a sebagai berikut:
"‘;]n; :\ﬁ-'t\"_“! ]v'.-li-\:'vlil

3 parnzh omemain asmara dengan sdv
ng r. SUBUR NUR
. v

'pada

A

terdakwa pada tahun

ar

RBahwa
SOKHIB, anggota TNI AD vang bertuyas di KOREM 071/Wijaya Kusuma Sokaraja
terdakwa dan sdr. SUBUR NUR
A

Jbungan as

ST e

mara tersedul! perlanjut sampai
ami-isteri atas dasar suka sama suka
ol

Bahwa h
18U

erhubungd hadan kiyaknyi
dan sdr. SUBUR NUR SOKHIB

SOKHIB sering?
an terdakw

kwa scorang janda

dilakuk a karcnd terdn
setelah menceraikan isterinya vang sah berna
T ama

Hal itu
menikahi terdakwd




i
3
Bahwa hutun
gan asm '5€
ara tersebut kemudian dikctahui oleh isteri sak
ri saksi sdr. SUBUR
. NUR

SOKHI Y - li.' l
1 “dr, |\

) HIBaliwa kemudiat
1 pada bulan Januari 2008 sdr. SUBUR NUR
e SOKHIB mend i
- atangi
gatakan kalau hubungan dengan istertnya sudah tidak g
a sudah tidak harmonis kare
na

* isteri i
erinya berselingkuh dengan scorang pria Anggota Pol i
a Polri.

I. Ba [an h & i L] L} L
]] a L E( n asmiara 1c jl‘. 11 L s [L' Id 1]\ Wl d nea s I{ It ]I

be Setl.l | g - - o -
daSr. 1

2+ suka sama suka.
<. Hal it dil W B
ilakukan terdakwa karena sdr. SUBUR NUR SOKHIB e
berjanji akan segera
)i akan seger

menikahi terdakwa segera setelah sdr. SUBUR NUR SOKHIB menceraik
eraikan isterinya.

Menimbang, bahwa atas parang bukti berupa : 1 (Satu) b hk
i a: g uah kaos singlet wam i
o | | ama putih motif
garis- aris wi . 1
i g rna biru tua dan biru muda. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam d

a hitam dan 1 (satu)

a dalam warna Krem i i
a krem baik para saksi maupun terdakwa membenarkan bal
arkan bahwa bara
ng

pah celan

| I' © n tergakwa ILI’ l
‘ H = i Ll[

r dari Da]-\\.‘a;m p\."]‘ltll'lll.ll umun, vang disusun secara ungg l i
| wlcd L :._.,_Fi - Valtu pi‘xS"li
I Lz

i's]

2 Hemenuhi seluruh unst
-2 huruf (b) KUHP . vang wl

TIDAK KAWIN.

FRBUATAN ZINAIL

1SUC- UNSUITNA sebagai berikut

R e s

'. 284 ayat (yk
r SEORANG WANITA
ELAKUK;’\N P

. Unsu

. TURUT SERTA M

- Unsu
U SUDAH RERISTERI DAN PASAL

sar DIKETAHUINYA BAHWA LAKI- LARLIT

. U

)7 KUHPdt, BERLARU BAGINYA.

Menimbang, b2 mengenai unsur SEORANG WANITA TIDAK KAWIN dalam perkara
i dan pengakuan rerdakwa seadiri bahwa terdakwa TUTI

B AT P e Sy
Lot .M‘\-n A e T o T
Eira " S Ty AU

rangan pard sak

ejak tahun

004 San llkn S(.L“‘II';III‘_ hLILlITl I’L!I‘I\lh ll'lr.ni.lr\ !h ] 1 1
Y b HELA N

a kecelakaan pada tahun 2004,

RANA telah meni

q dan pertimbangan ersihul

nggal dunia karen
Jimas maka unsur

paliwa dar uraian {akt

K KAWIN. telah rerpenuhi.

Meni]'ﬂbaﬂgs

WANITA TIDA

SEORANG
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Y \?:'ﬂ;-.v:,-;c'. P e

[2 ah Satu ata 1 K i y

i
1 dlmana sclama wakt 2
u tersebut terdakwa bersama saksi SUBUR NUR SQ
KIB telah mel
: akukan

-persetubuh lﬂ)" llllbllngal1 b'ld alas li‘lsa L
a s a8 -
n t < r su ama Sl]l\i Sehtll'ly'll\ [\lll 1 h
r.ll']" g !h 0 [\(.[1 B
('.'lh\.‘l.-'a

pcrbuatan terdakwa berset
ub
uh dengan saksi SUBUR terscbut dilakukan didal
idalam kamar rumah

! t

-Etemkh;r ersetu
2 (e P ybuhan tersebut  dilakukan pada tanggal 28 April 2008 mal
malam hari. Bahwa sak
si

-'{' _-ff'SUBUR NUR SOKIB :
: B. berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa send
: akwa sendiri pada saat

tkan dengan persetubrih
; than anlara terdakw
akwa dengan saksi
an saksi SUBUR

hubungan asmara dan ditanju

r

N ada]ah da 2 !
lam status mempu ang sah vaitu saksi RUSINAH. Bah
. wa terhadap saksi

SEE T

nyai isteti ¥

n denga: ' ;
n dengan terdakwa tersebut oleh Mahkamah Militer

SUBUR NUR SOKID atas perzinaha:
A dan mevakinkan bersalah dan kemudian telal
1

.h dinvarakan terbukti sccard

‘log\(;i]\a'la ll.]u
o L | i n > {
3

a terbuki berzinai  denge

duatuhkan pidana karen

berkekuatan hukum tetap-
an fakia dan petimbangan tersebut diatas maka menurut
D) - l

Menimbang. bahwa herdasarkan ural

R ._:&‘F.\."-",\q'-;- ey — .
SR e R »{*J.aw. o :
Wik

“TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ZINAH ¢, telal
, 1

prE

hemat Majelis maka unsur

tcrbuktl
“DII{ETAHUFNYA BAHWA LAKI- LAKI ITU SUDAH BERISTERI

NYA “ berdasarkan keterangan terdakwa sendir

Mengcnﬁi unsur

TR ... _
Rl T LR R
AL A G

t. BERLAKU BAGI

L 27 KUHPAL
i diperoleh fakta bah

rangan para saksi

wa terdakwa telah mengetahut jika

: DAN PASA

an denoan kete

SOKIB,

ki~ laki yang pada wakw persetubthan dengan

USINAH dan saksi SUBUR NUR

l' '“d hubungk
_adalah seotans ]

$ menikah dengan gaksi R

perstatu
emikian unsur ini juga telab

sih
. gatu orang ister. Gehingga dengant d

p mempunya!

e
—
)
—y
[~
a2
=
=




[0

ol
EE

‘ akukan tindak pidana scbagaimana Dakwaan Juksas Penuntut Umum sehingga kepada terdakwa,

Mcnimbaﬂg, bahwa meskipun demikian Majelis berpendapat bahwa pemidanaan ini bukan

sem'ata- mata upaya balas dendam atau upaya menimbulkan penderitaan bagi terdakwa, melainkan

kepada orang yang telah terbukti melakukan kesalahan. Oleh karena itu

i
.-\f-s
blja}.sana kiranya jika kepada terdakwa dijatuhi pidana percobaan, sebagimana dimaksud dalam

pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan karena terdakwa sebagai seorang perempuan

Py
X

sangat lemah secara kejiwaan, dan keles

nahan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Subur Nur Sokib

ik ygng terus mendekati terdakwa dan merayt sambil merjanjikan bahwa nanti saksi Subur Nur Sokib

va kondisi tersebut mengakibatkan terdakwa terlena dan hanyut oleh

an menikahi terdakwa. Bahy

"'-f_.. |
; 1 ia bersedia bersetubuh dengan saksi SUBUR NUR

'ff. - rayuan saksi Subur Nur Sokib sehingg

Lan alasan rersebut diatas maka bl ekhawatiran dari Majelis Hakim, jika
Sar. 11 Sl ~

Berdas:
P} maka dapat

. M 1 i ) [ n‘ )‘\ \’ '1 LY |
tcrha“’lp erdakwa diharuskan menjalani pidana didalam Lembaga Pemasy arakatan (1
(¥

[P

ahannva.. karena selama ini terhadap terdakwa telah

"'.‘
[ ' 2 sal
"%mcm'"bul}\'zn penderitaarn vang melebili ke
. s masyarakat Bahwa Hukuman casial inilah yang sudah menimpa
7 ! an asyils .
i ""“dlpcrrmlulcm dilingkungs

keluarganya.

2 S Y

. e 1° g"[ 1 II] ai l\ QS lI'lﬂ] ‘t Wwa a lﬂ[tih
ba! \\3 I Ilﬂ. =

warna hitam dan 1

Menimbang-
cati) buab -:c}:ma pendek

jru wa dan biru muda. i

- krem ada]ah milik lcrdaL\\J, maka barang bukti tersebut akan
arna

ana dalam W

akwa. .
ah dan dijatuht pidana

d
kepada ter ib
. ¥ M crsa
otel karena terdakwa diry atakan terbukti bers !
wil ch he
bah ana ftercantum

: - hagaln
payar ongkes perkara Yang besarnya sebagal
. membay® ‘
fuk men

dlhchﬂl“ un
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. Menimb:
ang, bahwa H s 1 .
a selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan |
can hal- hal
yang

AL YANG MEMBERATKAN :

Lulkan keresahan dalam masyarakat

Perbuatan terdakwa telah menim

vai N

Terdakw i
2 adalah scorang Pegaw egeri (PNS), scharusnya dapat menjadi contol
Je ntoh yang

#  baik bagi masyarakal.

HAL —1IAL YANG MLRINGANKAN :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga -

. Terdakwa mengakul kesalahannya.

ah difiukum.

" . Terdakwa belum pern
uruf (a) ayat (I) KUHP, UU

wuf (b)Y KUHP: pasal 14 h

rsangkutan dengan perkara ini

Mengingat, pasal 284 2y
entuan Jain vang be

HAP . serta ket
MENGADILI ‘

binti TORIAL terbukti
A i\-IELAI\U}\AN ZINAH.

g N 8 tahun 1981 tent tang KU

i secara sah dan meyakinkan

. Menyataka

melakukan tin

dak pidand - . TURUT SERT
ena itu dengan pidans penjara selama @ 3
Pa

ada rerdakwa oteh ke

bersaiah

Menjatubkar pidana kep

¢ tidak usah dijatani. kecuali jika dikemudian hari ada

(tiga) bulan-
jara tcrscbu

sebabkar karena terpidana melakukan suatu
£

reobaan selama ! 6 (enam) bulan_

pir masa pe

| perbuatas pid sebelum perak |
i erup? - (Satv) buah kaos singlet warna putih motif’ garis-
f 4 Memermtahkﬂn parang puktt
bird uda. 1 & ) b2 celana pendek warna hitam dan 1 (satu)
i dan :
caris warmd piru W "
ada Terdakwa.
jam wa™® jrems dike embalikal kep
dals ﬂ
buah celand carak epada rerdak W@ sehesar: Rp.2.000.- (v ibu ropiah).
: ar :
.an bi2¥2 .
e dijamhke” dalam S92 \usvawarah Majelis Hakim pada hari:
i ai |
Demikian[al uty 00 oleh kami: RS AlLANM SILALATL, SiL. Kea Pengadilan
| PE |
WELASA, tangg? 04 NO ; dang.R-AR‘ \ULADL GH.dan GATOT SARWADI, SH
. Ketud . “
N . yakim B¢ |
fegeri Banyumas sebagd! Ha snggot® putsad mana divcapkan dalaes sklang sang
iy AREET e
, \ m,]—[;;]-.ll‘l | |
| u - jeh Ket? sidang rersebut dengan didampingi oleh Hakim
o o
art ju U=
{:buka untuk ymu padd h
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